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A. Peran dalam UNHCR memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi 
 

1. Lahirnya PBB Sebagai Organisasi Internasional 

Banyak para ahli atau filsuf telah mengartikan tentang hukum internasional, 

dan banyak juga pengertian tentang hokum Internasional sendiri. Salah satunya 

adalah pengertian menurut CHARLES CHENY HYDE yaitu:  

--“Internasional may be defined as that body of law which is composed for its 

greater parts of principles and rules of conduct which states feel themselves 

bound to observe and therefore. Do commonly observe in their relations with 

each other, and which includes also: 

1) The rules of law relating to the functioning of international institutions 

of organizations, their relations with each other, and their relations with 

states and individuals; and 

2) Certain rules of law relating to individuals and non-states entities so far 

as the rights or duties of such individuals and non states entities are 

concern of the international community “1 

Beberapa instrument memiliki dan menetepkan standar tentang perlakuan 

khusus untuk pengungsi. Berlandaskan Konvensi PBB tahun 1952 dan protocol 

tentang kedudukan pengungsi tahum 1967 

Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB awalnya didirikan pada tanggal 24 

Oktober 1945 guna mendorong kerjasama antar bangsa sebagai ganti dari gagalnya 

Liga Bangsa-Bangsa dalam me dan PBB ini didirikan setelah perang dunia ke-2. Pada 

awal dibentuk anggotanya terdiri dari 51 negara anggota dan sampai saat ini suda 193 

negara anggota yang tergabung  

Nama “United nation” dicetuskan pertama kali oleh Franklin D. Roosevelt 

pada tahun 1939 dan dibawah naungan departemen Luar Negeri AS. Istilah ini 

                                                             
1 Wayan Parthiana SH,MH.,1990,Pengantar hukum Internasional,Bandung ,mandar maju 



pertama  kali diresmikan pada tahun 1942 ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk 

melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik. Empat kesepakatan 

Atlantic Charter tersebut adalah:  

1) Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah, 

2) Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahnya sendiri,  

3) Setiap bangsa punya hak untuk turut serta Perdangangan 

4) Perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari 

rasa takut dan kemiskinan.  

Sebagai lanjutan dari Atlantic Carter atau piagam atlantik tanggal 25 April 

1945. Konferensi yang diadakn di San Fransisco da, PBB resmi dibentuk pada 24 

Oktober 1945 dan diratifikasi oleh 5 negara anggota tetap dewan Keamanan yaitu 

Prancis, Tiongkok, Uni Soviet (sekarang Russia), Inggris, Amerika Serikat dan 46 

negara anggota lain.  

Sidang Umum pertama, dengan dihadiri 51 wakil negara, dan Dewan 

Keamanan, digelar di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946. Setelah 

Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Prancis terlambat diakui oleh 

AS sebagai pemerintah resmi Prancis, sehingga Prancis awalnya tidak diikutsertakan 

dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir 

PBB dengan menyebutnya le machin dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan 

global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada 

perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung. 

2. Prinsip dari PBB 

Piagam PBB maenguraikan tujuanya untuk program PBB seterusnya. Piagam 

yang bersifat multirateral tersebut, menyebutkan tentang pola antar kewajiban dan 

kesepakatan antar anggota. Dengan hal tersebut maka hukkum internasional sangat 

penting bagi hukum internasional. Sebagai konstitusi tertulis, piagam PBB 

mencantukan tentang prinsip, dan fungsi PBB. Kejasama bisa mewujudkan fungsi 

pelaksanaan dari PBB yang seharusnya.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Atlantik
https://id.wikipedia.org/wiki/London
https://id.wikipedia.org/wiki/Prancis


Pernyataan dari tujuan utama dari PBB tertera di pasal 2 piagam PBB, yang 

menetapkan aturan dasar untuk pelaksanaan dari prinsip PBB yang diharapkan akan 

berjalan dengan sesuai. Beberapa aturan tersebut yabg sudah tertulis dalam piagam 

PBB dan ketentuan tersebuy tertulis secara sah dan mengikat, Prisnsip tersebut 

merupakan standar baku yang menjadi dasar dari kebijakan dan struktur operasi PBB.  

Kesetaraan kedaulatan anggota. Beberapa ketidaksetaraan diakui secara 

permanen pada kekuatan besar keanggotaan tetap dari Dewan Keamanan (security 

council) dan tidak sama dalam tugas dari tanggung jawab dan penilaian keuangan. 

Beberapa pembatasan kekuasaan dimasukkan ke dalam Piagam PBB, sebagai contoh 

dalam kewajiban wajib untuk melaksanakan keputusan tertentu dari Dewan 

Keamanan.2 Yang berhubungan dekat dengan tujuan utama dari PBB untuk menjaga 

perdamaian dan keamanan internasional adalah prinsip kembar, bahwa semua negara 

anggota (1) harus menahan diri dari ancaman atau menggunakan paksaan dalam 

berbagai sikap yang tidak tetap dengan tujuan PBB, dan (2) harus menyelesaikan 

putusan internasional mereka dengan cara damai (peaceful settlement). Pengganti dari 

penyelesaian secara damai yaitu untuk mempercayakan pada kekuatan mendapatkan 

hasil yang mengecewakan dalam catatan PBB3 

Meskipun seluruh ketentuan dalam Pasal 2 Piagam PBB merupakan prinsip-

prinsip dasar, setidaknya setengah dari kesluruhan ketentuan dalam Piagam PBB 

lainnya dapat dengan layak diletakkan dalam kategori sebagai dasar moral yang 

sama.4 

3. Badan-Badan utama dalam PBB 

Selain PBBasebagai induk lembaga organisasi internasional, akan tetapi PBB 

tidaklah sendiri dalam menjaga kedamaianadan keamananadunia. PBB memiliki sub-

sub lain yang diataranya: 

a. Majelis Umum (The General Assembly) 

b. Dewan Keamanan (The Security Council) 

                                                             
2A. LeRoy Bennett, International Organizations: Principles and Issues, cetakan kelima, Prentice Hall, New 

Jersey, 1977. hlm 54-55 
3 Ibid. Hlm 55 
4 Ibid Hlm 56 



c. Dewan Ekonomi dan Sosial / The Economic and Social Council (ECOSOC) 

d. Dewan Perwalian (The Trusteeship Council) 

e. Sekretariat (The Secretariat) 

f. Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)  

1). Majelis Umum (The General Assembly) 

Majelis aadalah salah satu dari ke-enam sub-PBB yang 

terpenting. Fungsi dari Majelis Umum PBB sebagaiaarea debat 

umumauntuk PBB danadiperkirakanasatu satunya daru enam sub utama, 

yangadimana majelis umumaadalah salah satu perwakilan oleh negara 

anggotaaPBB. 

Majelis Umum berfungsi sebagaiaarea untuk debat umumaPBB 

dan sebagaiasatu-satunya perkiraan yang adaadari sebuahaforumadunia. 

Dari keenamaorganautama, yang mana Majelis Umum adalahasatu-

satunya yang diwakili oleh semua negaraaanggota. Majelis Umum 

menjalankan koordinasi danamengawasiafungsi untuk semua perwakilan 

yangaada di dalam orbitadan dengan demikianamembawa ke fokus 

dalam perdebatan yang paling lengkapacakupannya.5 

Majelis Umum menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 

22 Piagam untuk “mendirikanaorgan-organ pembantu yang dianggap 

perluauntuk melaksanakan fungsi-fungsinya6. Fungsi kedua yang di 

tugaskan kepada Majelis Umumaadalahapengawasan dan meninjau 

seluruh aktivitas dari PBB. MajelisaUmum bertindak sebagai badan 

koordinasi pusat untuk organ dan lembagaaPBB. Dalam kapasitas ini 

menerima dan membahas laporanatahunan dari Sekretaris Jendral (The 

Secretary-General), Dewan Keamanan (The Security Council), Dewan 

Ekonomi dan Sosial / The Economic and Social Council (ECOSOC), dan 

Dewan Perwalian (The Trusteeship Council). Majelis Umum (The 

General Assembly), ajuga mempertimbangkan laporan berkala dari 

                                                             
5 Ibid  Hlm 59 
6 Ibid. Hlm 60 



lembaga pembantuayang mana dibuat diabawah kewenangan Pasal 22 

Piagam.7 Majelis umum berwenang untuk mempertibangkan dan 

menyetujui anggaran belanja, memeriksaaanggaran dari suatu badan 

khusus, dan membagiabiaya antar ke anggota. Tanggung jawab majelis 

umumaadalah berperan dalam amandamenadan revisi piagam. 

 

2). Dewan Keamanan (The security Council) 

Dewan Keamanan (The Security Council) Menyediakan 

mekanisme untuk membantu dalam mempertahankan perdamaian dan 

keamanan internasional sudah menjadi tujuan utama dari organisasi 

baru, dan pelaksanaannya akan tergantung pada kekuatan besar sebuah 

negara. Dengan kelanjutan dari kerja sama yang sudah pernah ada di 

masa perang antara sekutu, solusi untuk ancaman terhadap perdamaian 

dan keamanan internasional dapat ditemukan secara efektif. Tanpa 

kerja sama antara negara-negara yang paling kuat, solusi itu hampir 

tidak di mungkinkan. Oleh karena itu, sebuah kekuatan besar itu harus 

bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.8 

Empat kekuatan besar di dunia ini yang menjadi dewan 

keamanan PBB menurut konferensi Dumbarton ialah Russia, United 

Kingdom, Amerika serikat, China. Dewan Keamanan memiliki tugas 

utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 

Selain menjaga perdamaian dan keamanan dunia dewan 

keamanan juga menempatkan posisi ditengah (netral) dalam suatu 

perkara yang tengah dihadapi. Dan tidak bisa memihak salah satu 

pihak. Tambahan lain dari dewan keamanan PBB juga merunuskan 

regulasi tentang angkatan bersenjata, fungsi selanjutnya adalah 

berpartisipasi dalam proses yang dibagikan dalam majelis umum.  

 

                                                             
7 Ibid. Hlm 61 
8 Ibid  Hlm 62-63 



3). Dewan ekonomi social (The economic and social council/ ECOSOC) 

Dalam istilah luas, tugas dari Dewan Ekonomi dan Sosial / The 

Economic and Social Council (ECOSOC) adalahauntuk memajukan 

kesejahteraan bagi semua orang di mana saja.9 Fungsi dari Dewan 

Ekonomi dan Sosial adalah untuk menyediakan pada tiga kategori 

umum, yaitu: (1) pertimbangan dan rekomendasi, (2) riset dan laporan, 

dan (3) koordinasi.10Dewan ECOSOC termasuk dari pertimbangan dari 

biadngapengungsi, hak asasi manusia, budaya, kesehatan, ekonomi dan 

social, kesehatan, narkoba, transportasi dan perdagangan, populasi, 

komunikasi dan buruh.11 untuk informasi lebih lanjut tentang ruang 

lingkup dan jenisnyaaadaadalam system PBB dan hubungan dengan 

dewan ekonomi social terperinici dalam piagamaPBB BAB X 

4. Dewan perwalian (The trusteeship council) 

Dewan keamanan (The trusteeship council) berperan 

menyediakan kepentingan komunitas internasional, terhadap wilayah 

tanpa pemerintahan Internasional, maka dari itu dewan perwalian 

menunjuk Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa/ United Nations 

Trust Territories. Pemerintahan dari satuawilayah tanpa 

pemerintahanaitu dilakukan oleh negara tertentu, menjamin akan 

memadai langkah-langkah untuk mempersiapkan wilayah 

pemerintahnnyaa sendiri dana kemerdekaan,  akan tetapi ada beberapa 

tanggung jawab lain yang diserahkan melalui melalui badan dari 

Dewan Perwalian. Pasal 87 dan 88, metode utama yang tertera dalam 

piagam.12. Beberapa perincian tugas dan tujuan dewan perwalian 

selama masih bertugas atau aktif tertera dalam piagam PBB BAB XIII. 

4). Sekrtariat (The Secretariat) 

Sekretariat PBB / United Nations Secretariat adalah badan 

yang dikepalai oleh Sekretaris Jendral (secretary-general).  Berbeda 
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11 Ibid  
12 Ibid  Hlm 67-68 



dengan tiga dewan lain atau majelis umum. Dewan secretariat tidak 

memiliki susunan dari wakil juru bicara untuk pemerintah masing-

masing. Sebaliknya ini adalah justru karyawan yang bekerja full time 

untuk menjaga kenetralan, guna melayani kepentingan anggita dan 

memproposikan tujuan dari PBB itu sendiri. Kenetralanatersebut 

diuraikanadalam piagam PBB pasal 100.13 Sekretariat jendral juga 

telah ditetapkan oleh majelis umum ketika mendapatkan 

rekomendasi.14Fungsi utama dari secretariat jendral seperti yang 

diuraikan pada piagam yaitu:  

1. Menjadi kepala tugas administrasi organisasi 

2. Bertindak sebagai sekretaris bagi semua wakil utama PBB 

3.  Melaksanakan fungsi yang tealh ditetapkan oleh majelis 

umum dan tiga dewan lain 

4. Membuat laporan tahunan pada majels umum  

5.  Persyaratan majelis umum yaitu menunjuk secretariat Staf 

jendral memiliki kewenangan bertindak dengan inisiatif 

untuk menarik perhatian dewan keamanan atas masalah yang 

terjadi dan mengancam perdamaianainternasional.15 

BAB XVamerincikan aspek teoriadan praktek pegawai internasional 

danaperan dari sekretaris jenderal.16 

5). Mahkamah Internasional (The Internasional Court of Justice) 

            Mahkamah Internasional (The internasional Court of Justice) 

yang berpusat di Den Haag, aBelanda dan otomatisaseluruh anggotanya 

dari PBB. Pengadilanayang tersiri dari 15 hakim yang dipilih Bersama 

oleh majelis umum danadewan keamanan dan hakim tidak memiliki 

kewarganegaraanayang sama satu dengan lain. Hakim ICJ (The 

Internasional Court of Justice) memiliki masa bakti selama kurang lebih 
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16Ibid 



Sembilan tahun masa kerja, dengan catatan setiap tiga tahun sekali masa 

jabatan tiga dari lima hakim akan berganti atau habis. Bisa mencalonkan 

kembali karena tidak memiliki batas minimal pencalonan yang artinya 

bisa dipilih kembali.17 Saat pemeriksaan suatu perkara hakim tidak bisa 

memeriksa kasus yang dari asal negaranya.18 Dalam tambahan untuk 

pemeriksaan perkara, Mahkamah di sahkan untuk memberika nasihat 

pendapat (adsvisory opinion) terhadap permasalahan hukum. Majelis 

umum dan dewanakeamanan juga bisa meminta pendapat dan majelis 

umum memperbolehkan organ lain untuk masuk dalam memberikan 

pendapat terhadap masalah dalam cakupan aktivitas mereka. Dewan 

Ekonomi danaSosial, DewanaPerwalian, dan semua lembaga khusus. 

Meski memiliki kekurangan peran penting ini sudah dijalankan secara 

maksimal pleh mahkamah Internasiomnal.19 

 

5. Tujuan dari PBB 

Tujuan dari piagam PBB bersifataumum dengan tujuan yang cukup luas guna 

menyatakan keinginan negara-negara anggot yang menginginkan adanya suatu 

organisasi yang bertujuan untuk menetang adanya perang di masa yang akan datang 

dana memperbaiki hubungan antar negara baik dari bidang sosial, politik dan 

ekonomi. Tujuan selanjutnya baik dari Liga bangsa-bangsa dan perserikatan bangsa-

bangsa adalah sama-sama menjaga perdamaian dan keamanan Internasional dan 

sebagai sarana untuk menyelesaikan perseliihan secara damai dan tindakan kolektif 

untuk mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian. Bagian utama 

dari piagam PBB merinci pada instrument dan metode yang bertanggung jawab untuk 

menerapkan tujuan tersebut. Dewan keamanan PBB yang memiliki tugas utama 

memelihara dan menjaga kedamaian dan keamanan dunia.dan hal yang paling 

mencolok yaitu mendorong rasa hormat terhadap hak asasi manusia untuk semua 

orang. 
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6. UNHCR (United Nations commissions for refugees)  

Konflik bersenjata yang semakin memanas pada awal abad 20 yang terjadi di 

beberapa belahan dunia. Meninggalkan efek negative yang salah satunya yaitu soal 

pengungsi Akibat konflik tersebut negara membutuhkan bantuan solusi atas masalah 

yang ada. Solusi soalapengungsi sebetulnya sudah menjadi lagu lama bagi 

permasalahan PBB. Pada Tahun 1946 majelis umum PBB sudah mengesahkan 

pembentukan sebuah organnisasi yang focus bagi para pengungsi. Yaitu IRO 

(International Refugee Organization) yang mengambil alih peran United Nations 

Relief and Rehabilitation Agency (UNRRA). Mulai Juli 1947 hingga Januari 1952 dan 

International Refugee Organization (IRO) sendiri telah banyak membantu dalam 

bentuk pemulangan lebih dari sejuta pengungsi ke negara ketiga.20 

International Refugee Organization (IRO) dan United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), memiliki perbedaan yang dimana IRO hanya 

memberikan perlindungan pada pengungsiadan orang yang terlantar, sedang UNHCR 

memiliki kewenangan yang universal dan mencakup semua pengungsi yang ada di 

dunia, baik sebelum dan sesudah perang dunia ke-2.21 

Selain UNHCR, International Committee of the Red Cross (ICRC) juga 

menangani pegungsi tapi diantara keduanya memiliki perbedaan jika UNHCR secara 

universal maka ICRC hanya menangani orang yang terlantar atau korban kerusuhan. 

Walau begituapenulis membatasi dan focus apa yang dilakukan UNHCR.  

a). Kedudukan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) di 

PBB (Persatuan bangsa-bangsa) 

Dalam system PBB sendiri UNHCR adalah suatu Lembaga yang 

dibnetuk pada saat resolusi majelis umum PBB No.428 (V) tanggal 14 

Desember 1950.22 Knsep Konvensi mengenai status pengungsi (Draft 

Convention relating to the status of Refugees) ketetapan resolusi mahelis 

umum PBB No. 429 (V) tanggal 14 Desember 1950. Seperti yang sudah 

disebutkan dewan ECOSOC, Majelis umum memutuskan yang diadakan 

                                                             
20Human Rights and Refugees, Fact Sheet No. 20, United Nations Office of The High Commissioner for Human 

Rights (OHCHR), Geneva, 1993, hlm. 3.   
21 Setiyono Joko, 2018, “Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia”, 

Masalah-Masalah  Hukum, Volume  46, No.3 

22 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 428 (V) tertanggal 14 Desember 1950.   



memiliki kuasa penuh atas menyelesaikan penyusunan dan proses 

penandatangananakedua ketentuan ini. Konvensi megenai statusapengungsi 

dan direkomendasikan pada ke semua anggota dalammkonvensi ini untuk 

menimbang supayaamenandatangani Konvensi yang disampaikan oleh 

Dewan Ekonomi dan Sosial / Economic and Social Council (ECOSOC).23 

b). Tugas dan Kewenangan UNHCR 

UNHCR didirikan berdasarkan pada resolusi majelis umum PBB 

No. 139A (IV) tanggal 3 Desember 1949. Lalu mengenai resolusi majelis 

umum PBB No. 428 (V) tangal 14 Desember 1950.24  

UNHCR sebagai perwakilan PBB yang bertindak dibawah 

kekuasaan majelis umum yang memengan fungsi Internaional untuk 

pengungsi bedasarkan statua PBB. Tugas UNHCR sendiri mempromosikan 

instrument international guna perlindungan bagi pengungsi, mengawasi, 

memberikan solusi. Yang permanen pada para pengungsi dengan caara 

membantu pemerintah, Lembaga atau individu untuk memberikan 

failitasapemulangan sukarela bagi para pengungsi.25 

Sejak tahun 1950 kewenangan UNHCR tidak berubah selamaase-

dekade terakhir yaitu:  

1. Penigkatan skala operasi UNHCR 

2. Ruanng lingkup yang luas untuk UNHCR karena organisasi terus 

meningkat 

3. Jumlah pelaku internasional yang menigkat untuk memberikan 

bantuan 

4. Ketidak stabilan daerah keamanan yang sedang dilanda konflik 

harus mendapat perhatian dunia internasional. 

Berdasarkan mandatayang diberikan kepada UNHCR tugas dari 

UNHCR sendiri adalah tugas kemanusiaan dan memberikan perlindungan 

                                                             
23 Ibid   
24 Ibid  
25 Chapter 1 Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 1950.   



internasional dan mencari solusi atas apa yangaterjadi. Fungsi kedua dari 

UNHCR yaituaupaya memulangkan sukarela pengungsi ke negaara asal dan 

jikaahal tersebut tidak memungkinkan UNHCR membantu mengintegrasi 

ke negara pemberi suaka. UNHCR juga memberikan bantuan material 

selain mencarikan solusi jangka pendek saatasituasi tertentu. Untuk 

pemberian bantuan material dilakukan oleh neagara bersangkutan atau 

Lembagaalocal setempat. 

Usaha memecahkan solusi yang permanen menjadi tujuan pokok 

perlindungan internasional, dalam solusi ada 3 opsi yang diberikan ialah:  

1. Dikembalikan ke negara asal 

Seperti yang terjadi pada pengungsi asal El Savador, Kamboja, 

Mozambik, Afghanistan, Eritrea. UNHCR harus yakin bahwa 

mereka memulangkanapengunsi dari daerah tersebutadengan 

sukarela   

2. Dimukimkan ke negara pemberi suaka 

Contohnya pengungsi dari Suriah di Indonesia. Tujuan 

Integrasi local di negara pemberi suaka untuk membantu 

pengungsi agar lebih mandiri di negara pemberi suaka, hal 

tersebutadilakukanadengan banyak cara seperti memberikan 

pelatuhan, keteraampulan, atau memberikan keahliah berdangang 

dan bercocok yanam. 

3. Diimukimkan ke negara ketiga  

Contohnya orang pengungsi dari Asia ditempatkan ke negara 

ketiga seperti Eropa, Afrika, Australia. Dengan bantuan UNHCR 

membantu mereka di mukimkan ke negara ketiga melalui 

kerjasama antar negara pemikim denga Organisasi Migrasi 

Internasional (IOM) dan Lembaga yang memiliki wewenang atau 

peduli soal pengungsi. Tugas utama dari UNHCR ialah 

mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara tujuan untuk 

disediakan tempat untuk pengungsi yang cocok dan layak. 

UNHCR juga mendorong pemerintah untuk mempermudah kriteria 

penerimaan ke pengungsi dan ketetapan dari pihak imigrasi bagi 

pengungsi 



Negara anggota mengakui bahwa tugas UNHCR bersidat non 

politis. Tugas yang bersifat kemanusiaan dan memiliki tanggung 

jawap social, dana beban itu diemban oleh UNHCR agar 

dilaksanakan dalam rangka disetuji oleh negara lain, yaitu hukum 

internasional dan pengungsi. Untuk sebagai pedoman undang-

undang nasional negara yang turut berpartisipasi pada UNHCR. 

Untuk sesuai dengan fungsinya Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 

(V), agar negara berkolaborasi dan saling membantu dalam menjalankan 

fungsi-fungsinya terutama bagi para pengungsi dibawah kewangan dari kantor 

UNHCR\,terutama dengan:26 

1. Menjadi peserta setiap Konvensi internasional untuk melindungi 

pengungsi serta melaksanakan aturan dalam Konvensi tersebut;  

2. Membuat persetujuan-persetujuan khusus dengan UNHCR untuk 

pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperkirakan akan 

memperbaiki situasi pengungsi dan untuk mengurangi jumlah 

pengungsi yang membutuhkan perlindungan; 

3. Tidak mengenyampingkan pengungsi yang dalam kategori paling 

miskin;  

4. Membantu UNHCR dalam upaya-upaya untuk mempromosikan 

repatriasi sukarela; 

5. Mempromosikan pembubaran pengungsi terutama dengan 

memudahkan pewarganegaraan mereka; 

6. Memberikan dokumen perjalanan dan dokumen lain pada 

pengungsi seperti yang biasanya diberikan kepada orang-orang 

asing lain oleh instansi-instansi nasional mereka. terutama 

dokumen-dokumen yang akan memudahkan pemukiman kembali 

pengungsi;  

7. Mengizinkan pengungsi untuk memindahkan aset mereka, 

terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka;  

                                                             
26 Resolusi Majelis Umum 428 (V) dalam Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees 1950 . 



8. Memberikan informasi kepada UNHCR mengenai jumlah dan 

kondisi para pengungsi, serta hukum dan peraturan-peraturan 

mengenai mereka.  

 

Kewenagan UNHCR dalam emmberikan perlindungan bagi 

pemgungsiajika:27  

     

1. Secara sukarela telah memanfaatkan kembali perlindungan yang 

diberikan oleh negara asalnya; atau  

2. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah 

memperolehnya kembali; atau  

3. Telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati 

perlindugan negara kewarganegaraan barunya; atau  

4. Secara sukarela telah menetap kembali ke negara asalnya atau di 

luar negara itu dimana ia tetap tinggal karena kecemasan akan 

persekusi; atau  

5. Tidak dapat pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah 

tidak ada lagi, karena keadaan yang membuatnya dianggap 

sebagai pengungsi sudah berakhir, alasan-alasan yang semata-

mata bersifat ekonomis tidak dapat diterima sebagai kompetensi 

UNHCR; atau  

6. Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, ia 

tidak dapat lagi kembali ke negara dimana ia sebelumnya 

biasanya bertempat tinggal, karena keadaan-keadaan yang 

berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi 

sudah tidak ada lagi 
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Kewenangan UNHCR selain memberikan perlindungan internasional 

juga memiliki kewenangan untuk:28 

 

1. Mempromosikan pembuatan dan peratifikasian Konvensi-

Konvensi internasional tentang perlindungan dan mengawasi 

pelaksanaan Konvensi itu dan mengusulkan amandemennya; 

2. Mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan 

pemerintah dengan setiap ketentuan yang memperkirakan dapat 

memperbaiki keadaan pengungsiadan mengurangi jumlah 

pengungsi; 

3. Membantu usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk 

mempromosikan reptriasiasukarela di negara baru;  

4. Mempromosikan penerimaan pengungsi, dengan tidak 

mengenyampingkan orang yang benar-benar dalam keadaan yang 

sangat miskin di wilayah negara penerima; 

5. Mempercepat perolehan izin bagi pengungsi untuk mengirim aset 

mereka, terutama untuk kebutuhan pemukiman kembali 

(resettlement);  

6. Memperoleh informasi dari pemerintah tentang jumlah dan 

keadaan pengungsi di wilayah mereka dan hukum serta 

peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengungsi;  

7. Menjalin hubungan dengan pemerintah-pemerintah dan 

organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi; 

8. Mengadakanahubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta 

untuk mengatasi pengungsi;  

9. Memberikanafasilitas koordinasi terhadap usaha usaha koordinasi 

swasta yang terkait dengan kesejahteraanapara pengungsi.  
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Sejumlah tugas dan kewenangan yang tertera diatas, UNHCR 

membutuhkan dana operasional yang sangat banyak. Terkait mengenai 

dana UNHCR juga mengaturnya dalam statutanya yaitu:29 

“Komisaris Tinggi akan di biayai dari anggaran 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali majelis umum kemudian 

memutuskan lain, tidak ada pengeluaran selain pengeluaran 

administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Komisariat 
tinggi akan dibebankan pada anggaran Peserikatan Bangsa-Bangsa 

dan segala pengeluaran lain yang berkaitan dengan kegiatan 

Komisaris tinggi akan dibiayai oleh sumbangan sukarela.” 

7.  Amanah UNHCR (United Nations Commissioner for Refugess) kepada 

pengungsi internal 

Beberapa tahun terakhir banyak tantangan yang dihadapi oleh pengungsi 

internalmenjadi suatu persoalan kemanuasiaan politik internasional. Haal ini 

menjadi sebab adanya perubahan konflik yang ada, Konflik besar selalu penyebab 

adanya orang berpindah ke tempat yang lebih aman untuk menyelamatkan dirinya 

dan keluarganya dari konflik yang terjadi. Sementara pihak yang terlibat tidak 

memberikan perhatian pada korbann dari efek negative adanya konflik yang tak 

kunjung mereda. 

Periode 1990 danapada berakhirnya perang dingin banyak terjadi konflik 

internal di beberapa bnegara dunia. Yang mengakibatkan adanya konflik dii ngeara 

seluruh dunia dan menyebabkan banyak oranag yang tersiksa dan terlantar di 

negaranya sendiri. Beberapa contoh konflik internal itu contonya “religious conflict. 

Ethnic conflict, conflict based on identities”30 

Mandat pada UNHCR memiliki fungsi menyediakan perlindungan bagi 

pengungsi internasional. Tidak memberikan kewenangan hukum untuk pengungsi. 

Meski dalam pasal (sttuta UNHCR memberikan peran tambahan yang ditetapkan 

oleh majelis umum.31  Hal tersebut menjadi dasar Majelis umum, dalam kegitan dan 

memberikan otoritas UNCHCR untuk bertindak dalam kewajiban atas pengungsi 
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internal, atau bisa mendukung kegitan UNHCR yang berhunbunga denganpara 

pengungsi internal32 

Pendekatan yang dilakukan majelis umum mentakdirkan kebutuhan untuk 

memberikan tanggung jawap yang fleksibel tanpa ada tambahan tanggung jawap 

secara langsung pada UNHCR pada masalah internal.Keterbatasan UNHCR dalam 

keterlibatanyaadalam kebijakan hukum dan pelaksanaanya, dalam hal ini UNHCR 

membatasi perannya dalam membantuaorang terlantar dalam negaranya. 

8. Peran UNHCR untuk pengungsi di Indonesia  

a. Kasus pengungsi di pukau galang 

Pengungsi Vietnam yang mengngsi di pulau galang dimuali pada 

saat Saigon jatuh ke angan Vitenam Utara, Karena jaman dahulu Vietnam 

tebagi dua yaitu Vietnam selatan dan utara. Sehingga mmbuat warganya 

harus berpindah tempat untuk mecari tempat yang aman. Pengungsi dari 

Vietnam meninggalkan negaranya karena mendapatkan perlakuan kasar 

danintimidasi dari negara asalnya., Mereka meniggalkan negaranya 

menggunakan perahu.33 

Pengugnsi dari Vienam ditemoatkan di pulau Galang, yang 

bertempat di Kepulauan Riau. Pulau tersebut memang ditempatkann oleh 

pemerintah Indonesia bagi para Pengunugsi Vietnam.34 Pada tahun 1979 

pulau Galang mulai bebrbenah dan memulai pembangunan dimulai dari 

rumah ibadah, barak untuk tempat tinggal bagi pengungsi Vietnam.35 Tatus 

mereka yang pengungsi yang titipan dari negara lain untuk dikirim ke 

negarra ketiga yang menampung mereka. Mereka perlahan melalui proses 

pemukiman ke negara ketig aatau dikembalikan kenegara mereka.36 
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Pemerintah Indonesia melakukan beberppa kebujakan atas 

pengungsi Vietnam di pulau Galang yang antara lain: operasi Kemanusiaan 

Galang 1996. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengembalian 

pengungsi Vietnam ini dari Pulau Galang ke Vietnam, dan Kamboja. Dalam 

melaksanakan kegiatan ini pemerintah Indonesia bekerja sama dengan 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).37 

b. Pengungsi di Timor Timur 

Pada Oktober 1999 pengungsi Timor Timur yang berada di 

Indonesia di bawah dukungan UNHCR dan IOM Tanggal 14 Oktober 1999 

pemerintah Indonesia dan UNHCR menandatangani suatu perjanjian 

mengenai proses pemulangan.38 

UNHCR dan Pemerinta Indonesia memberikan bantuan dan 

perlindunagn langsung kepada pengungsi Timor Timur pada awalnya, tapi 

ketika keadaan memanas karena terbunuhnya 3 staff UNHCR di Atambua 

pada 6 September 2000 UNHCR dan bantunan lain menarik diri dari Timor 

Timur. Meski bantuna telah ditarik tapi, pemerintah Indonesia tetap 

menbantu mereka, hingga beberapa waktu dan mereka juga berhenti 

memberikan bantuan sampai menunggu pengungsi kembali dari Timor 

Timur atau kembali ke Indonesia.39 

Ketua UNHCR saat itu Mrs. Sadako Ogata mengatakan, 

Pengungsi timor Timur memiliki dua pilihan yaituaKembali ke Timor 

Timur atau tinggal di Indonesia. UNHCR memulai program pemulangan 

secara sukarela, dan hasilnya lebih dari 190.000 pengungsi dipulangkan ke 

Timor Timur, dan diperkirakan masih sekitar 60.000 sampai 100.000 orang 

pengungsi menetap di Timor Barat Indonesia.40 

Penghetian bantuan dari Indonesia untuk pengungsi Timor 

Timur pada tanggal 31 Agustus 2002, Pemerintah hanya akan memberikan 
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uang pensangon pada pengungsi. Sementadara itu UNHCR juga telah 

menetapkan tanggal tersebut sebagai batas akhir, danaselama batas waktu 

tersebut belum berakhir mereka (Pengugnsi) Bias memilih untuk 

dipulangkan atau menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).41 

c.  Pengungsi Internal di Indonesia 

Kondisi poloitik suatu juga bias menjadi efek negative pada 

rakyatnya comtohnya rezim jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Konflik itu 

memicunt pengungsi internaladalam jumlah yang tidak sedikit dan kontiniti 

dan tanpaaada solusi yang jelas mengenainya. Munculnya peongungsi 

dariAAceh, Mlauku dan AmbonaMerupakan contoh pengungsi internal di 

Indonesia. 

i. Pengungsi Aceh 

Konflik ang terjadi di Aceh selain korban jiwa, juga 

menimbulkan pengungsi ke berbagai daerah di Indonesia hal tersebut 

sudah terjadi sejak 1989. Karena pertimbangan keselamatan mereka 

banyak mengungsi ke luar Provisnsi Aceh. JUmlah pengungsi 

Internal naik besar-besaran saata tauuhun 1999 sampai 200 konflik 

berkepanjangan dan terjadinya pengungsi aceh ke daerah lain 

menimbulkan masalah baru dibidang social, politik, ekonomi, 

hukum.42 

Pengunsi Aceh disebut pengungsi internal karena mereka 

meninggalkan wilayahnya menuju tempatalain yang aman, tanpa 

meninggalkan wilayah Negaranya. Sejauhaini penanggulanga 

pengungsi domestik difokuskan pada sebab terjadinya pengungsian, 

bukan akibat atau derita yang dialami oleh pengungsi, hal tersebut 

menyebabkan tidak adanya penghargaan dan penghormatan pada hak 

yang dimikliki pengungsi. Letak perbedaan organisasi Internasional 

yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah pengungsi 

seperti yang dilakkan UNHCR dan ICRC memberikan bantuan pada 

pengungsi situasi konflik. Lembaga ingternasional ini menekankan 
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pemberian bantuan pada para pengungsi bukan untuk focus 

menyelesaikan penyebab terjdinya pengugsi dan solusi lebih 

diutamakan.43  

Sebagaimana pengungsi dasarnya kepergian meraka 

Bersama keluarga basarnya namu, ada jug amereka yang sendri-

sendri. Wilayahnya pengungsia beragam dari yang luar Provinsi Aceh 

atau luar Aceh.44 

 

ii. Pnegungsi Ambon dan Maluku utara 

Konflik yang terjadi di Ambon dan Maluku Utara karena 

disebabkan konflik antar umat beragama antara Islam dan Kristaen, 

yang meluar di Ambon45. Awalnya ada gesekan antara suku Buton, 

Bugis dan Makassar yang beragama Islam. Kasus tang di Malukuk 

Utara diawaali dengan konflik di Halmahera Utara46.Upaya yang 

dilakukan agar menanggulangi pengungsi dan memngembalikan ke 

ttempat asal mereka dengan dikawal oleh POLRI dan TNI47. 

Masalah pengungsi domestic telah juga menarik perhatian 

dunia Internasional di tahun 2001 pemerintah jepang tealh 

memberikan bantuan hibah pada UNICEF, ICRC, WHO, UNDP. 

Pada tahun 2000 juga Jepang juga memberikan bantuan juga pada 

Badan Pangan Dunia (WFP) dan pemerintah daerah yang berwenang 

di daerah Maluku dan Maluku Utara Untunk mengirim bantuan 

pangan, transportasi dan keperlua lain48. 

 

iii. Pengungsi di Kalimanta Barat 

Sebab awal penguungsi di Kalimantan Barat yaitu pada tahun 

1977 di Sanggau Ledo. Karena peristiwa tersebut berawal dari masalah 

sepele yang berujung pembacokan dan menyulut emosi massa dan 

membuat kerusuhan etnis di semua kabuaten Kalimantan Barat. Belum 

Usai kasus yang terjadi di tahnun 1977 terjadi lagi di kabupaten 
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Sambas yang dipicu maslah sepele juga. Ynag berawal karean 

pencurian motor dan mejadikan kerusuhan karena ada yang terbunuh 

karena dituduh mencuri dan menyebarkan kerusuhan di berbagai 

daerah di kabupaten Sambas49.  

Kerusuhan tersebut menimbulkan arus oenguungsian ke 

berbagai wilayahayang dianggap aman di luar kota sambas. Mereka 

menyebar ke berbagai daerah keatempat keluarganya yang jauhdari 

kerusuhan sebagian juga ditampung oleh pemerintah daerah.50 

d. Permasalhan hukum Terhadap pengungsi Internal 

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 adalah 

dua instrunen internasional yang berkaitan dengan penanganan 

pengungsi. Status pengungsi, Lembaga yang berwenang mengenai 

United Nations High Commisionaer for Refugees (UNHCR) yang 

melaksanakan yugasnya berdasarkan mandate yang diberikan majelis 

umum PBB.51 

Menurut Pasal 1 A (2) Konvensi Jenewa 1951 memberikan 

definisi pengungsi, yaitu.52 

“sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 

Januari 1951 dan disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan 

persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, 

keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada 

di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena 

ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, 

atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena 

berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat 

tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat 

atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali kenegara itu.” 

Sedamgkan menurut Protokol New York 1967 pengungsi 

diartikan lagi. Sehiingga semua pengungsi yang ada sebelum tahun 

1951.53 
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Definisi tersebut terlihat dari dalam instrument Internasional 

tersebut, tapi ternyata yang dimaksud pengungsi seperti yang terjadi 

Indonesia, sulit juga disebut pengungsi menurut kedua instrument 

hukumaInternasioanl. Masalahnya adalah pengungsi di Aceh, Ambon 

dan Sambas masih di wilayah Indonesia. Adanya masalah seperti in 

membuat Lembagaa Internasional ikut membantu seperti UNHCR, 

yang bekerja berdasarkan amanah dari Majelis Umum PBB mendapat 

kesulitan dala mejalankan amanah misi kemanuasiaan. UNHCR baru 

bias menjalankan misinya dengan baik untuk para pengungsi internal 

yang di Indonesia jika ada permintaan dariaPmerintah Indonesia yang 

ditujukan ke majelis uumum PBB, yang kemudian diteruskan ke 

UNHCR di Indonesia untuk menjalankannya.54 

9. Komisi Tinggi UNHCR 

DALAM RESOLUSI 319 (IV), tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk mendirikan sebuah Kantor Komisaris 

Tinggi untuk Pengungsi per 1 Januari 195155. Statuta Kantor Komisariat Tinggi PBB 

Urusan Pengungsi diadopsi oleh Majelis Umum pada 14 Desember 1950 sebagai 

lampiran Resolusi 428 (V).Di dalam Resolusi ini, diproduksi kembali pada halaman 6, 

Pemerintah untuk bekerjasama dengan Komisaris Tinggi dalam pelaksanaan 

fungsinya mengenai pengungsi yang berada di bawahakompetensi Kantor tersebut. 

Sesuai dengan Statuta, sifat kerja dari Komisaris Tinggi ini adalah kemanusiaan dan 

sosial dan bukan sama sekali bersifat politik.56 Kantor tersebut dibentuk pada 1 

Januari 1951 sebagai organ pendamping bagi Mejelis Umum, yang padaaawalnya 

bertugas untuk jangka waktu tiga tahun. Sejak itu mandat dari UNHCRasecara 

berkala diperpanjang dalam waktu 5 tahun berturut-turut, dan periode sekarang ini 

berakhir pada 31 Desember 1993. UNHCR saat ini menangani lebih dari 17 juta 

pengungsiadi seluruh dunia. Kantor Komisi Tinggi bertempat di Jenewa, Swiss, adan 

mempunyai perwakilanadi lebih dari 100 Negara.  

Menurut pasal 1 Statuta Kantor Komisi Tinggi yang berbunyi : 
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“Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi yang 

bertindak di bawah kekuasaan Majelis Umum akan memegang fungsi 

pemberian perlindungan internasional, di bawah naungan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang 

lingkup Statuta ini dan pencarian solusi permanen masalah pengungsi 

dengan membantu pemerintahpemerintah dan tergantung pada 

persetujuan pemerintah-pemerintahyang bersangkutan organisasi, 

instansi swasta untuk memudahkanrepatriasi sukarela para pengungsi 

termaksud asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru.”57 

 

Tugas utama yang mereka emban adalah memberikan perlindungan 

internasional pada pengungsi, dan membantu mencarikan solusi bagi pengungsi 

dengan membantu Pemerintah dalam memberikan fasilitas pemulangan pengungsi 

dengan sukarela, atau integrasi mereka ke dalam masyarakat berkewarganegaraan 

baru. 

Berdasarkan statutanya komisi tinggi memiliki beberapa tugas yaitu: 

a. Memajukan penyelesaian dan ratifikasi konvensi internasional untuk 

perlindungan pengungsi; mengawasi pelaksanaannya, dan mengusulkan 

amandemen;  

b. Memajukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi pengungsi dan mengurangi 

jumlah orang yang memerlukan perlindungan;  

c. Membantu usaha-usaha meningkatkan pemulangan sukarela, atau berasimilasi 

dengan masyarakat negara baru;  

d. Meningkatkan penerimaan pengungsi ke dalam wilayah Negara-negara;  

e. Memfasilitasi transfer aset para pengungsi; memperoleh informasi dari 

Pemerintah mengenai jumlah danakondisi pengungsi di dalam wilayahnya, serta 

hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;  

f. Memelihara hubungan erat dengan organisasi pemerintahadan non-pemerintah;  

g. Menggalangahubungan dengan organisasi swasta yang menangani persoalan 

pengungsi;  

h. Memfasilitasi koordinasi usaha-usaha swasta. 58 
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10. Konvensi PBB tentang pengungsi 1951 

 

Dalam pasal 1, dikatakan bahwa: 

1) Telah dianggap sebagai pengungsi nenurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 

1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi-konvensi 28 Oktober 1933 

dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September1939 atau Konstitusi Organisasi 

Pengungsi internasional; 

Keputusan-keputusan tentang tidak dapat diakuinya seseorang sebagai 

pengungsi yang diambil oleh Organisasi Pengungsi Internasional dalam 

periode kegiatan-kegiatannya tidak akan menghalangi pemberian status 

pengungsi kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ayat 2 bagian 

ini;59 

 Konvensi memberikan definisi secara umum tentang istilah 

“pengungsi.” Istilah itu berlaku pada setiap orang yang “sebagai akibat 

peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dan adanya ketakutan yang 

beralasan akan dikejar-kejar atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan 

dalam suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, berada di luar 

negara tempat ia menjadi warga negara, dan tidak mampu, atau tidak mau, 

karena adanya ketakutan semacam itu, mendapat perlindungan dari negara 

tersebut; atau siapa saja yang tidak memilikiakewarganegaraan dan sedang 

berada di luar negara tempat ia sebelumnya bertempat tinggal, ternyata tidak 

mau kembali ke negara tersebut karena adanya peristiwa-peristiwa semacam 

itu.  

Konvensi tersebut mengatur tentang stadarisasi, hak dasar bagi 

pengungsi, dan menetapkan status hukum mereka, termasuk mencantumkan 

tentang hak mereka untuk dapatkan pekerjaan dan sejahtera. Mengenai surat 

keterangan diri/ biodata diri dan dokumen perjalanan, mengenai penerapan 

biaya fiscal, dan mengenai perpindahan hak aset miliknya ke nagara lain ke 

negara yang menerima dengan tujuan kembali. Konvensi juga melarang 

pengusiran dan pemulangan paksa terhadap para pengungsi seperti yang 

dikatakan pada konvensi di pasal 33 yaitu 
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1. Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan 

("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah 

di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, 

kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini 

politiknya. 

 

2. Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di 

mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai 

bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada atau, karena telah 

dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana 

sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.60 

Konvensi menetapkanabahwa “tidak boleh satu pun Negara Pihak 

tak dapat mengusir atau mengembalikan (memulangkan kembali) 

pengungsi dengan alasan apapun ke wilayah perbatasan di mana jiwa atau 

keselamatan dan kemerdekaannya akanaterancam karena pertimbangan ras, 

agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pendapat 

politik tertentu. 

Akan tetapi menutur juranl yang penulis baca tetang pengertian 

pengungsi yang dibuat oleh Aryuni Yuliantiningsih Fakultas Hukum 

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, pengungsi memiliki arti yang 

tercantum dalam konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, 

Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967 dan Deklarasi artagena 

Tahun 1984 semuanya mengartikan pengungsi sebagai kegiatan yang 

melintasi batas internasional atau antarnegara. Akan tetapi apabila orang-

orang yang mengungsi tidak melintasi batas negara maka mereka tidak 

mendapat perlindungan internasional. Hal inilah yang memerlukan 

pembahasan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pengungsi 

domestik. Istilah pengungsi internal (Internally Displaced Persons) belum 

terlalu umum digunakan di Indonesia. Publik sering mengalami kerancuan 

istilah pengungsi internal dengan pengungsi, pencari suaka ataupun 

migrant/migrasi.61 
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11. Hak asasi manusia dan pengungsi  

Untuk para pencari suaka dan para pengungsi mempunyai hak kebebasan dan 

memiliki semua hak seperti yang disbeutkan dalam instrument hak asasi manusia 

internasional. Maka dari itu makna lebih luas bias dilihat dari perlindungan bagi para 

pengungsi. Ada dua organisasi berbeda setelah perang dunia ke dua yang diciptakan 

keduanya menagani tentang hak asasi manusia dan keduanya saling berhubungan. 

Tugas dari PBB di bidang hak asasi manusia dan tugas Komisi Tinggi untuk 

Pengungsi memiliki berhubungan dengan erat, maksudnya keduanya mempunyai 

tujuan yang sama yaitu menjaga harkat dan  martabat manusia. Untuk menangani 

suatu masalah perorangan di suatu wilayah negara maka PBB membentuk program 

yang ditujukan untuk menangani masalah tersebut. Organisasi pengungsi tersebut 

didirikan untuk mengambalikan hak minimum kepada orang yang sudah 

meninggalkan negaranya. 

12. Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan pada pengungsi 

Rohingya di Indonesia 

a. Etnis Rohingya 

Rohingya adalah salah satu etnis muslim yang hidup dan bertempat 

tinggal di Myanmar yang negaranya mayoritas beragama Buddha. Mereka 

(Rohingyaasering digambarkan mengalami persekusi dan serangan di dunia, 

Di Rakhine Myanmar yang di sisi barat Myanmar hamper 1,1 juta 

penduduknya tinggal disana. Pmerintah Myanmar sendiri tidak mau 

mengakui mereka sebagai penduduk asli Myanmar. Hukum Internasioanl 

menyebutnya sebagai tanpa kewarganegaraan. Beberapa kelompok di 

Myanmar menyatakan bahwa Rohingya sendir adalah Imigran dari 

Bangladesh62 meskipun orang Rohingya sendiri mengatakan bahwa mereka 

orang asli Myanmar. Kelompok HAM Dunia menuduh pemerintah Myanmar 

telah melakukan pembasmian etnis Rohingya dan berusaha mengusir mereka 

dari negaranya, dan tuduhan yang diarahkan ke pemerintah Myanmar itu 
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dibantah.63 Hal diskriminasi dan hal tercela yang dilakukan oleh pemerintah 

Myanmar bukanlah hal yang baru. Diskriminasi sendiri sudah dilakukan 

pemerintah Myanmar dari tahun 1948, Ketika Myanmar mmendapatkan 

kemerdekaan dari Inggris. 

Setelah Myanmar merdeka orang Rohingya sendiri meminta 

diberikan otonomi daerah khusus masyarakat muslim yang sebenarnya sudah 

pernah dijanjikan saat masih penjajahan Inggris. Inggris pun juga pernah 

berjanji akan memberikan hal serupa berupa daerah terpisah untuk orang 

muslim Rohingya, Namun saat sudah merdeka ketika orang Rohingya 

menagih janjinya maerekaamalah menolak dan memperlakukan mereka 

seperti orang asing illegal. Permusuhan yang terjadi melihat orang Rohingya 

memlilki keuntungan yang telah dijanjikan saaat penjajahan Inggris, gerakan 

nasionalis Buddha yang menampakkan kebencian.64 

Pemerintah Myanmar sendri banyak melakukan diskriminasi yaitu 

menolak hak kewarganegaraan mereka dan melarang mereka menduduki 

jabatan di pemerintahan. Pada awal 1950-an adalah awal bagi orang 

Rohingya untuk melakukan aksi bersenjata yang dikenal sebagai 

Mujahids.Mujahids sendiri melawan dua kelompok non-muslim dan orang 

muslim yang tidak simpati pada mereka. Pada tahun 1954, Otoritas Pakistan 

menangkap Cassim, yaitu pemimpin Mujahids dan menempatkan dia di 

Chittagong, Bangladesh. Akhir November tantara Myanmar mulai menetang 

aksi diaRakhine dan meredakan pemberontak.65 

b. Operasi Nagamin Tahun 1977 

Partai di Myanmar Burma Socialist Programme Party (BSPP) 

yang merebut kekuasaan pada thun 1962, Pemerintah juga membubarkan 

organisasi yang berbauamuslim Rohingya. Tahun 1977, otoritas imigrasi 

dan militer di Myanmar melakukan operasi yang disebut Nagamin, yaitu 
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upaya untuk mendata orang asing. Pada Mei 1978, lebih dari 200.000 orang 

Rohingya lari ke Bangladesh, “pemerintah Menyatakan bahwa status 

mereka illegal di Myanmar” Pengungsi melapor bahwa mereka tantara 

Myanmar secaraapaksa mengusir mereka dengan dengaan kekerasan fisik 

dan mental baikadengan cara pemerkosaan atau pembunuhan. ICRC dan 

pemerintah Bangladesh memberikanasuplai bantuan darurat, akanatetapi 

cepat habis, dan akhirnya pemerintah Bangladesh meminta bantuan pada 

PBB.66 

c.  Krisis pengungsi Rohingya 

Sebanyak 200.00 orang pengungsi menyita perhatian dunia 

Internasional, dan dunia Internasional mendesak agar pemerintah Myanmar 

menerima kembali ke 200.000 pengungsi yang lari ke Bangladesh untuk 

kembali ke Rakhine.67 Orang Rohingya sendiri menderita dan diskriminasi 

dari kampanye Anti-Rohingya dan hal tersebut didukung dengan 

dilegalkanya Undang-Undang Kewarganegarran di Myanmar (The 1982 

Citizenship Law). Undang-Undang yang menolak kewarganegaraan etnis 

Rohingya dan memaksa mereka jadi imigran yang illegal di Myanmar, dan 

berujung menyebut mereka denagn panggilan ras karena ras mereka yang 

Bengali, yaitu ras yang mayoritas di dataran India, Pakistan dan 

Bangladesh.68 

Diskriminasi yang telah dihadappi ornag Rohingya baik dari segi 

kemanuasiaan, kekerasan manuasi, hal tersebut juga sudah dialami sejak 

perang dunia II identitas merka dihancurkan bahkan kebebasanatelah 

dibatasi atau bahkan bisa dikatakan hamper dirampas semuanya, mau 

menikah pun atau memiliki anak akanaditolak dan bisa keamanan mereka 

terancam. Hal pernah mereka alami dan rasa paling kejam adalah menolak 
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hak warga negara mereka, dan mereka sering didiskriminasi oleh militer 

Myanmar. Ada contoh militaer Myanmar melakukan pengepunmgan dan 

membuat mereka terkepung di tempat mereka dan mengakibatkan mereka 

kelaparan dan terjangkit penyakit.69 

d. Akibat adanya eksodus 

Pada Agustus 2017 ada bentrokan yang terjadi akibat adanay ARSA 

(Arakan Rohingya Salvation Army) mengaku mereka bertanggung jawap 

atas apa yangaterjadi pada serangan yangadilakukan ke pos tantara dan 

polisi di Rakhine Myanmar. Pmemrintah Myanmar juga menyatakan 

bahawaaARSA itu adalah organisasi teroris dan militer melakukan 

penyerangan brutal dan menghacurkan tempat tinggal orangaRohingya dan 

memaksa mereka untuk menninggalkan tempat tinggalnya. Ada 

sekitara650.000 dan 6.700 orang Rohingya tebunuh pada bentrokan yang 

terjadi, Menurut badan medis internasional (Doctors Without Borders). Dan 

ada pasukan Myanmar juga menghujani peluru penduduk yangaberusaha 

melarikan diri dan menenam ranjauadarat di perbatasan Myanmar dan 

Bangladesh untuk orang yang melarikan ke Bangladesh. 

Ketua PBB dan Ham dunia menguutk apa yang telah terjadi yang 

dimana peristiwa tersebut digambarlan oleh pengamat berupa pembersihan 

manusia atau suatu rasa tau Bahasa lainya adalah Genosida. Antonio 

Guterres sebagai Sekjen PBB mengatakan sebagai “mimpi buruk Hakasasi 

Manusia” saat pertemuan darurat PBB. Nikki Harley perwakilan dewan 

keamanan Amerika Serikat Untuk PBB mengatakan “Pmerintan Myanmar 

dengan Brutal melakukan pembersihan kepada etnis minoritas” dan 

menghimbau seluruh anggota PBB menangguhkan ketentuan senjata 

militer. Dewan keamanan lain juga telah menolak tekanan menungkat pada 

pemerintah Myanmar karena mereka mencoba melakukan stabilitas. 

tersebut bukanlah hal baru yang terjadi di Rakhine, dalam lima tahun 
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terakhir banyak mengakibatkan puluhan ribu orang Rohingya harus pegi 

dari tempatnya.70 

 

i. Alur Perjalanan 

Bangladesh adalah salah satu favorit tujuan bagi para pengungsi 

Rohignya, karena kesamaan agama dan Bangladesh sendiri juga menerima 

mereka. Bangaladesh adalah salah satu negara dunia ketiga yang artinya 

masih berkembang dan Bangaladesh sendiri adalah salah satu negara 

termiskin juga di dunia yang artinya masalah keuangan, finansial menjadi 

masalah, Sejak 2012 bantuan kemanusiaan dari Bangladesh dihentikan yang 

akhirnya pengungsi disana mengalami gangguan kesehatan, dan akhirnya di 

tahun 2015 Bangladesh sudah tidak lagi menerima pengugsi Rohingya lagi. 

Diakla negara tetangga yaitu Bangladesh sudah tidak lagi menerima 

pengungsi lagi, akhirnya mereka lari ke Thailand, Indonesia, Malaysia.71 

Orang Rohingya yang mengungsi di Bangladesh mencariatemoat 

ditanaha lapang untuk menerima pengungsi, dan lebih dari 950.000 orang 

yang tidak terdaftar berdasarkan perhitungan dari UNHCR. Pertolongan 

pertamaadari save the children mengatakan sekitar 48.000 bayi yang akan 

lahir di tengah ramainya pengungsi di Bangladesh danaressiko terjangkit 

penyait juga tinggi, menurut WHO resiko yang dialami mereka yaitu 

penyakit kuning, campak, difteri. Ketersediaan air di tempat pengungsian 

juga tercemar. Tempat pengungsian sangat rentan pemyelundupan baik orang 

keluar masuk antara Bangladesh dan Myanmar, yangarawan resiko 

dieksploitasi dan perbudkan. Tahun 2017, Myanmar dan Bangladesh 

menandatangani kesepakatan tentang pemulangan pengungsi Rohingya di 

Bangladesh, akan tetapi masih ada juga yang kabur darialokasi 

penampungan. 72 
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Pada 2017, sekitar 62.000 Pengungsi Rohingya yang berada di 

Malaysia, Menurut PBB orang Rohingya yang datang tidak memiliki 

dokumen resmi dan mereka tidak bisa bekerja, jaminan kesehatan dan 

Pendidikan. Pemerintah Malaysia banyak mengirimkan bantuan baik segi 

material atau moril. 

Thailand sebagai tempatapenghubung penyelundupan manusia dan 

tempatatransit Rohingya. Perahu serimg datangb dan pergii dari arah 

Bangladesh dan Myanmarasebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia atau 

Indonesia. Pemerintah Thailand melalui militernya menemukan kuburan 

yang diduga tempat penyelundupanadanasandera. 

Orang Rohingya yang datang ke Indonesia meski datang dalam 

jumlah yang tidak banyak teteapi terjadi terus menerus. Pemerintah pun juga 

mengkhawatirkan atas kelonggaranaatas pembatasan migrasi ke Indonesia 

mengakibatkan kedatangan mereka akan membludak di tahun-tahun 

beriutnya. Indonesia sendiri memiliki ditekanoleh hukum internasional dan 

Indonesia juga mengakui beberapa dari mereka asalkan ada bantuan dari 

lembaga internasional.73 Dengan hal ini Indonesia memberikan 

kewenanganya melalui UNHCR Indonesia untuk menjalankan tugasnya. 

 

ii.  Upaya pertama UNHCR membantu bagi pengungsi Rohingya di Indonesia 

UNHCR bersiri sejak 1979 dan berkantor pusat di Jakarta. Awal kali 

UNHCR berdiri UNHCR hanya menangani pengungsi Vietnam yang di 

Indonesia yang waktu ituamemasuki wilayah Indonesia thun 1975. Awal 

mula mereka menjalankan tugasnya di Indonesia karena rencana aksi/ 

(Comrehensive Plan of Action) CPA pada 1989 oleh negra anggotaakonfrensi 

tentang pengungsi. 
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iii. Peran UNHCR dalam membantu pengungsi Rohingya di Indonesia 

Perlindungan terhadap pengungsi telah menjadi tanggungajawab 

negara sejak ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1951. Otomatis secara 

hukum negaraamemiliki kewajiban dan tanggung jawab, berdasarkan apa yang 

tertulis di Konvensi Jenewa 1951. Pentingnya konvensi dan protocol adlah hal 

yang sama penting, untuk perlimdumgan bagi pengungsi dan standar minimum 

padaapenangananapengungsi. 

Golongan pengungsi yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 

1951yang menyebabkan orang pindah dari tempat satu ketempat lain, yang 

tertulis di Konvensi Jenewa 1951, yaitu seperti persekuis, kekerasan, dan 

perang. Persekusi yang dimaksud adalah persekusi ras, agama, kebangsaan 

keanggotaan dan kelopmpok politik, dan negara tempat dia tinggal tidak 

melindungi. Pengungsi layak disebut pengungsi jika telah memenuhi syarat 

yang telah disebutkan di Konvensi Jenewa 1951, dan mereka berhak 

mendapatkan hak layaknya pengungsi kepada negara yag telah meratifikasi.  

Organisasi Internasional juga menyediakan hak advokasi untuk 

perlindingan bagi pengungsi. UNHCR di Indonesia juga memperigatkan pada 

pengungsi yang berada di negara Indonesia untuk mentaati aturan yang 

berlaku seperti yang terdapat pada pasal 2 Konvensi Jenewa 1951 

mengenaiastatus pengungsi:  

“tiap pengungsi mempunyai kewajiban pada negara, di mana ia berada, 

yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta 

peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil 
untuk memelihara ketertiban umum.” 

      

Pengungsi Rohingya dibagi oleh beberapa golongan bagi mereka yang 

tidak meiliki dokumen dari negara asalmya, untuk menyamakan statusnya 

antara pengungsi dengan imigran maka disebutnya pengugsi.  

Berikut perlindumgan yang diberikan UNHCR kepada pengungsi 

Rohingya. di Indonesia: 

1. Advokasi bagi pengungsi dan perlindungan Internasional; 

2. Non-refoulment; 

3. Memberi status (Refugees Status Determination) 



Untuk pengungsi yang telah resmi terdaftar, maka UNHCR berhak 

melakukan: 

1. Repatriasi sukarela; 

2. Resettlement; 

Aktivitas dan segala kegiatan UNHCR yang termasuk: 

1. Mecarika solusi atas masalah yang ada contohnya seperty ditempatkan 

di negara ketiha, pemulangan kembali; 

2. Jaminan tidak dikembalikan ke negara asal secara paksa; 

3. Membatu dalam mempromosikan menurut implementasi dari Konvensi 

Jenewa 1951; 

4. Membantu memnetukan apakah seseorang dikategorikan sebagai 

pengungsi atau bukan berdasarkan prosedur dan berpaku pada 

Konvensi Jenewa 1951; dan 

5. Mempersatukan kembali bai mereka yang telah kembali dari rumah, 

dan memberkan perlindungan hukum bagi mereka yang memerlukan. 

 

12. Kerja sama anatra UNHCR dan Pemerintah Indonesia 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) Indonesia 

memliki peran dalam memberikan advokasi dan melakukan penekanan dalam 

definisi perlindungan dari persekusi dan politikatau persekusi lain. Prinsip 

Utama dalam menjalankan tugas adalah penegakan prinsip untuk tidak 

melakukan pemulangan kembali terdapat pada pasal 33 ayat (1) Konvensi 

Jenewa 1951, yaitu: 

“tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“refouler”) 

pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan 

kebebasannya akan terancam karena ras, agama, politik, kebangsaan, 
keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.” 

 



Sebenarnya tentang pemulangan kembali adalah bagian dari hukum 

Internasional dan sudah diakuiameski ada negara yang bukan pihak dari 

Konvensi Jenewa 1951. Pengungsi yang berada di tempat yangatelah 

disediakan oleh pejabat imigrasi Indonesia selalu di pantau dan diperiksa, oleh 

karena ituaUNHCR menerima mandate dari PBB untuk bidangapengungsi 

untuk melakukan advokasi dalam memberikan perlindungan yang relean, 

UNHCR selalu mengadakan kegiatan atau tugasnya denga menggandeng 

pemerintah dan pihak Imigrasi, memastikan pihaknya mendapatkan hak dan 

kemerdekaan. UNHCR juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah 

yang terdapat pengungsi untuk menyediakan tempat yang layak bagi para 

pengungsi. Pemerinttah setidaknya telah menyediakan tempat tinggal yang 

layak bagi parapengungsi, dan pendidikina baggi anak-anak. Untuk orang 

dewasa karena mereka adalah pengungsiadan tidak meiliki KTP Indonesia 

maka mereka tidak dapat bekerja, untuk pengungsi yang memiliki pasangan 

orang Indonesia mereka pun bakalan kesulitan jika menikah dengan status 

mereka yang pengungsi. 

Berdasar statute, UNHCR ditugaskan untuk mempromosikan dan 

mengimplementasikan bagi perlindungan pengungsi dan mengawasi 

pelaksanaan mandat74. Dalam pelaksanna mandatnya UNHCR tidak 

memandang ras, agma, kebangsaan, politik mereka bekerja memang 

berlandaskan kemanusiaan.  

 

13. Kerjasama UNHCR dengan PBB 

Dalam penanganannya terhadap pengungsi Rohingya UNHCR tidak 

pernah memberikan bantuan jangka pendek. Kegiatan Bantuan dari UNHCR 

diciptakan memlaui kerjasama denga otoritas local atau nasional yang 

bersangkutan. 

Tugas UNHCR di berbagai tempat berbeda tergantuh dari kebutuhan 

dan kesepakatannya. UNHCR bisa memberikan bantuan dalam jangka pendek 
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di tempat lain, tapi saat ini UNHVR Indonesia belum pernah memberikan 

bantuan jangka pendek seccara langusng. Kebutuhan yang diberikan tiap 

organisasi PBB memiliki peran khusus contonya, World Food Program (WFP) 

yang memiliki hubungan dengan pengungsi terkait sumber pangan yang 

didapat. Hububngan kedau organisasi ini saling meguntungkan karena mereka 

memilikki tujuanayang sama, yaitu membatu dalam hal kemausiaan dan juga 

ada kemungkinan kedua organisasi ini bekerja sama untuk membuat 

kesepakatan/MoU dengan badan PBB yang lain. Kesepakatan yang dibuat bisa 

mencakup beberapa permasalahan untuk mempersipakan, menanggapi dan 

penilaian standard pelaksanaan kegiatan. Badan PBB yang 

menyepakatiakerjasama deangn UNHCR dan WFP ialah United Naations 

Development Programmie (UNDP) dan United Nations Children’s Fund 

(UNICEF). Selain kedua badan tesebut mereka juga benerjasama di bidang 

kesehatan dengan Wordls Health Organization (WHO).  

 

14. Organisasi bantuan lain 

Organisasi lain yang bermitra membantu dalam keadaan darurat adalah 

ICRC (Interntional Committee of the Red Cross), dan IFRC (International 

Federation of Red Cross and Red Crescent societies), yangasudahamelakukan 

bantuan sejak lama kepada orang-orang yang terkena dampak atas keadaan 

yang ada ICRC memiliki mandate dengan tingkat netralitas dan independent 

yang tinggi dan kadangamembatasi mekanisme koordinasi denganaorganisasi 

lain. 

Selain itu ada IOM (International Organisation of migration) atng 

menjamin pelaksanaa migrasi orang yang membutuhkan banyuan. IOM 

sebenarnya sudah lama bekerja sama dengan UNHCR dalam menangani 

masalah pengungsi dalam hal materi atau pemulangan sukarela 

 

 

 



15. Solusi untuk jangka Panjang 

Selain memberikan hak unutk pengungsi UNHCR memiliki solusi 

unutk jangka Panjangauntuk membangun kehidupan mereka kembali. UNHCR 

memiliki banyak pilihan untuk pemecahan masalah jangka Panjang, dari 

sekian banyak solusi yang cocok untuk individu terkait. Beberpaamacam 

Solusi tersebut ialah: 

a. Pemulangan kembali secara sukarela 

Tiap orang pasti lebih nyaman tinggal di tempat dimana dia lahir, 

Solusi ini salah satu solusi yang tepat dimana pihak terkait bisa 

menanyakan apakah pengungsiatersebut nyaman tinggal di tempat 

detensi atau memilih dipulangkan ke negara asal dengan kondisi yang 

masih amburadul di tempat asal. Dalam hal iniaUNHCR akan 

menguruskan dokumen yangaseperti passport dan khusus untuk 

pengunsi yang disahkan oleh UNHCR. UNHCR tidakapernah memaksa 

dalam hal ini, soal kepulangan UNHCR mengurus jjika pengunngis 

tersebut memang benar-benar ingin pulang ke tempat asal, UNHCR pun 

juga menjelaskan keadaan yang terjadi ditempat asalnya dan benarayakin 

atas kepulanganya. 

b. Integrasi local 

Salahasatu pilihan lain adalah integrase local, karena pemerintah 

Indonesia belum mampu melakukanya, danapemgungsi memperoleh 

tempat tinggal sementara. 

c.  Penempatan ke negara ketiga 

Jika pengungsi tidak mau dipulangkakn karena trauma di negara 

asalnya. Oleh sebab itu UNHCR dan LSM di Indonesia bekerja sama 

atas mencari solusi yang baik bagi para pengungsi di Indonesia. 

UNHCR juga meminta sara kepada pemerintah Indonesia untuk 

mecarikan negara ketiga yangabersedia menampung dan persetujuan 

atas kedua belah pihak. 

 



B. Hambatan yang dialami UNHCR terhadap pengungsi Rohingya 

 

UNHCR adalah organisasi Internasional memiliki mandate memimpin dan 

mengkoordinasi aksi internasional dan penyelesaian pengungsi. Tujuan utama UNHCR 

adalah melindungi hak dan kesejahteraan pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 

soal status pengungsi dan protocol 1967 yang dimana menjadiadasar instrument daasae 

UNHCR. Dalam pelaksanna terdapat hambatan yang dihadapi Oleh UNHCR. 

  Indonesia beum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, Indonesia belum 

meilikiaundang-undang soal perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Hal ini membuat 

UNHCR menjadi kesuliatnadalam membantu pengungsi, berikut adalah hambatan yang 

dialami UNHCR dalam menyalurkan bantuan: 

1. Hambatan soal penanganan tempat tinggal  

 

Tujuan merekka meninggalkan negaranya ialah mecari penghidupan yang layak 

dan mencari perlindungan di negara lain. Selain perlindungan kebutuhan yang ialah 

tempat tinggal, mereka keluar dari negara asal tanpa bondo nekat meninggalkan harta 

bendanya sehingga mereka membutuhkan tempat tinggal das lainya. 

Konflik yang terus terjadi di Rohingya menjadikan para pengungsi makin banyak 

dan terlantar di negara orang. Pengungsi Rohingya di perbatasan bahkan tinggal di 

depan tokoaatau terlantar di pinggir jalanan Bangladesh, Tempat pengungsianayang 

telah disediakan di perbatasan Bangladesh sudah sangat padat membuatapengungsi 

banyak yang terlantar, selain kondisi tempatapenampungan yang memang tidak 

mendukun lagi dan sudah overload 

2.  Masalah Kesehatan 

Selain tempat tinggal masalah lain ialah soal Kesehtan, hal ini karena 

masuknya oengungsi yangabanyak juga membawa penyakit. Faktor lain adalah jarak 

dengan akses kesehatan meski ada relawan dan petugas keliling tapi itu terbatas denga 

jam kerja. Tingginya biaya perawatan dan belum banyaknya tenaga medis terlatiih, 

UNHCR didukung oleh relawan dan puskesmas setempat. Selain itu peninkatan 

jumlah oengungsi dari tahun ke tahun dirasa UNHCR sangat kesulitab memenuhi 

kebutuhan mereka, jumlah yang makinameninngat mengakibatkan jumlah dana 



anggaran membengkak75. Keterbatasan dana membuat kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhan pengungsi dan membbuat hal tersebutamenjadikan UNHCR terbatas dalam 

melaksanankan kegiatan. 

3. Upaya Pemerintah yang telah dilakukan 

Kasus pengungsi asal Rohingya yang masuk ke Indonesia merupakan suatu 

bentuk masalah illegal migration yang harus segera ditangani dengan serius. Masalah 

pengungsi Rohingya ini merupakan suatu masalah yang kompleks. Maka daripada itu, 

penanganan masalah tersebut harus menggunakan cara-cara yang saling berkaitan, 

mulai dari tatanan domestik/ nasional sampai ke tingkat kerja sama internasional.76 

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya banyak dalam emnangani, Tumpang 

tindih aturan dan Tugas menjadi salah satu hambatan yang dihadapi. Upaya yang 

dilakukan di tingakt pusat maupun daerah yang mana guna menangani pengungsi di 

Indonesia77. Dari tahun ke tahun pengungsi Rohingya datang denag terkendala 

regulasi hukum di Indonesia yang menjadi dasar tindakan oleh pemerintah. Di tingkat 

Kementrian/Lembaga (K/L), dibentuk Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, 

Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S) yang berfungsi melakukan koordinasi antar 

K/L dan memberikan rekomendasi kepada institusi di bawahnya dan juga pemerintah 

daerah tentang apa yang harus dilakukan untukamenangani permasalahan pengungsi 

yang muncul di lapangan. Desk ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri 

Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor KEP-

10/MENKO/POLHUKAM/1/2013 dan SK P2MP2S terus dilakukan pembaharuan 

setiap tahunnya.78 

Sementara di Tingkat daerah Instansi mencoba bekerja sama dengan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Internasional lain. Pada 31 

Desember 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanda tangani 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang PenangananaPengungsi 

Dari Luar Negeri. Peraturan yang memuat definisi utama dan mengatur tentang 
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deteksi, perlindungan, penampungan penacri suaka dan pengungsi. Berbaagi 

ketentuan dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Hal tersebut 

akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja ekstra. 

Upaya slenajutnya, pemerintah bekerja sama dengan organisai Internasional 

lainya seperti salah satunya UNHCR dan IOM dalam penangan Pengungsi. 

Datangnya UNHCR di Indonesia membantu penangan pengungsi, unutk 

memaksimalkan kiinerjanya UNHCR membentuk Tim VerifikasiaGabungan untuk 

penetapan status pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). Pada Tahun 

2016 UNHCR secara bertahap melakukan verifikasi dan pembekalan kepada 

pengungsi Rohingya sebelum diberangkatkan ke negara ketiga yang bersedia 

menerima merekaaseperti Amerika Serikat, Australia, Kanada. 

Kekurang sandang, papan, pangan, karena itu adalah kebutuhan utama yang 

sangat dasar. Seperti yang diketahui bahwa pengungsi datang ke negara tujuan tanpa 

bawa apa-apa. Oleh karena itu untuk memenuhi kebuuthan dasar pemerintah bekerja 

sama dengan IOM untuk membantu kebutuhan dasar pengungsi, Pemerintah 

bekerjasama dengan IOM selain untuk memenuhiakebutuhan dasar IOM untuk 

penangananamigrasi yang ditandatangani tahun 2000. Dalam hal kesehatan IOM juag 

ikut andil dalam membantu pemerintah untuk perawtan dan medis, mereka dirawat 

dan semua biaya ditanggung oleh IOM dan untuk kesehatan dilakukan oleh pemrintah 

kecamatan. 

 

4. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2016 

Pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan 

Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan 

Pengungsi Dari Luar Negeri. Denagn munculnya Perpres adalah sebuah kemajuan 

bagi Indonesia mengenai penanganan pengungsi. Secara normatif, PERPRES ini 

mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia 

yang ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25 – 27 UU No. 37 Tahun 1999 

Tentang Hubungan Luar Negeri.79 Perpres ini bisa menjadi rujukan pemerintah unutk 

penangan pengungsi. Sejauh ini aturanmengenai pencari suaka dan pengungsi tidaklah 

jelas dimana aturan yang dipakai adalah aturan tentang keamaan yang dimana 

memiliki titik lemah. 
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Pada Undang-Undang ini yang terpenting ialah implementasinya, sejauh ini 

penanganan yang terjadi di Inodnesia dipandang tidak baik atau bahkan bisa illegal. 

Setidaknya perpres ini bisa menjamin apa yang dikatakan pada Konvensi Jenewa 

1951 yaitu menjamin hak penngungsi 

Denagn diberlakukannya perperes Nomor 125 Tahun 2016 tentang 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri bias diartikan sebagai langkah tegas negara 

dalam pelaksanaan pasal 27 ayat 2 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 

Negeri, Khususnya menangani masalah pengungsi dan kominmenya. Paada aturan 

Perpres No. 125 Tahun 2016, soal penanganan pengungsi ditangani oleh Menteri, 

yang dalam hal tersebut iaslah kementrian yang membidangi hal politik, hukum dan 

keamanan. Keimigrasian adalah salah satu pentolannya dalam pengawasan imigrasi. 

Wewenagn peangawasan Imigrasi untuk pengungsi yang dilakukan petugas rumah 

detensi inmigrasi yang meliputi ketika; ditemukan di tempat penampungan danadiluar 

tempatapenampungan, diberangkatkna ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan 

deportasi. 80  

 

Pada kenyataannya pengawasan yang telak dilakukan pihak imigrasi, 

peralihan kewenangan yang memmiliki dampak pada kapasitas tempat penampungan 

detensi dan pengelolaan pengugsi dari luar negeri. Bertambahnya pelaksanaan tugas 

dan wewenang rudenim terhadap pengungsi dan pencari suaka yang sepertiadiatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, maka secara eksplisit institusi 

keimigrasian, Direktotrat jenderal imigrasi dalam halaini berkewajiban menetapkan 

kebijakan yang membantu tugas dan wewenang Rudenim dalam pelaksanaanya. 

Dalam pengawasan keimigrasian baik ditempat penampungan atau diluar 

penampungan, Sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 dan 36 Peraturan Presiden 

No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan pengungsi dari Luar Negeri, bisa juga 

diaangap sebagai bentuk pengawasan imigrasi yang bersifat administrative dan belom 

menyetuh aspek kehormatan dan hak pengungsi sebagaimana manusia baik dari segi 

ekonomi, social dan budaya. Banyak masalah soal pengungsi di luar pengungsian 

sangat beragam, seperti masalah lingkungan, social, kemasyarakatan. Meski Indonesia 

belom meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 mengenai 

status pegungsi tapi, pemerintah Indonesia memiliki niat untuk membantu dan 
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memiliki komitmen dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 

tentang Penanganan pengungsi dari Luar Negeri. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Keimigrasian, Rumah Detensi yang ada merupakan teknis kinerja 

Kementrian hukum dan HAM RI yang menjalankan fungsi sebagai tempat 

penampungan sementara untuk warga asing dan dikenai biaya administrative, 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 ayat 1. Dalam kenyataanya sejauh ini rumah 

detensi tidak hanya untuk orang asing yang dikenai biaya saja namun juga tempat 

penampungan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan tempat penampungan dan 

pencari suaka dari wilayah tertentu. Walaupun ada difungsikan lain hal tersebut sudah 

menjadikan kebijakan lain sehingga tempat detensi dibuuthkan unutk fungsi lain yang 

dibuuthkan, dan Indonesia ini adalah tempat strategis untuk orang asing baik untuk 

keperluan kerja atau wisata. 

Sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo Pemerintah membanru 

mengeluarkan penangann melalui Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2016 tentang 

Penanganan Pengungsi dari lluar negeri atas melkasanankan apa yang ada do pasal 27 

ayat (2) Undang – Undang nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan laur negeri, di 

pasal 33 sampai dengan pasal 39 dalam peraturan presiden No. 125 Tahun 2016 diatur 

tentang kewenangan pengawasan keimigrasian oleh rudenim. Ketentuan Rudenim 

diatur tentang kewenanganya, maka perlu juga memposisikan ketentuan pasal dalam 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penangan Pengungsi dari Luar 

Negeri yang mengatur kewenangan dan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim 

terhadap UU Keimigrasian yang juga mengatur kewenangan Rudenim. Jika melihat 

pada sisi “subjek” yang diatur dan menjadi fokus kewenangan Rudenim diantara UU 

Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri maka keduanya memiliki persamaan. Keduanya sama-

sama menggunakan istilah “Orang “Asing”, baik “orang asing” itu sendiri maupun 

“pengungsi sebagai orang asing” yang memiliki pengertian sebagai “orang yang 

bukan warga Negara Indonesia”. Perbedaannya adalah terletak pada cara 

penanganannya. Di dalam ketentuan Undang- undang Keimigrasian kewenangan 

Rudenim adalah melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan 

orang asing yang mendapatkan TAK, yang meliputi kewenangan: pendetensian, 

pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan, dan fasilitasi penempatan 



ke negara ketiga terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan81. Sedangkan didalam 

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi 

dari Luar Negeri kewenangan Rudenim adalah melakukan pengawasankeimigrasian 

terhadap pengungsi dan pencari suaka yang meliputi: pada saat ditemukan, di tempat 

penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, 

pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Dengan demikian, berdasarkan hal 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 

tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan peraturan khusus (lex 

specialis) dari Undang- undang Keimigrasian yang mengatur khusus penanganan 

pengungsi dari luar negeri, yang dalam hal ini kedudukannya sama-sama sebagai 

“orang asing”. Dalam kondisi tersebut Undang-undang Keimigrasian tidak mengatur 

penanganan pengungsi dari luar negeri. Pemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 

125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sangat 

mempengaruhi Rudenim secara kelembagaan dan ketatalaksanaan, infrastruktur dan 

perencanaan selanjutnya. Di dalam pembahasan analisis pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri 

oleh Rudenim, akan disampaikan dalam dua perspektif, yaitu: perspektif kondisi 

Rudenim dalam melaksanakan tugassebelumnya serta kondisi Rudenim pada saat ini 

setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pada kondisi sebelum adanya Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, 

pelaksanaan Rudenim selain sebagai tempat penampungan orang asing yang dikenai 

tindakan administratif keimigrasian (TAK), juga sekaligus menjadi tempat 

penampungan bagi orang asing yang berstatus sebagai pengungsi dan pencari suaka, 

meskipun mereka sebagian berada di tempat penampungan lainnya yang dikelola oleh 

IOM. Kebijakan untuk menjadikan Rudenim sekaligus sebagai penampungan para 

pengungsi dan pencari suaka secara tidak langsung menjadi beban tambahan tugas 

bagi Rudenim, yang pada akhirnya menjadi berdampak pada beban Rudenim secara 

kelembagaan dan ketatalaksanaan. 
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Para pengungsi, khususnya yang berada di tempat penampungan harus 

mematuhi berbagai tata tertib yang diberlakukan yaitu mereka dilarang untuk 

mengendarai kendaraan bermotor, seperti motor ataupun mobil mengingat mereka 

tidak memiliki identitas yang sah untuk pembuatan SIM di Indonesia. Kendaraan 

yang hanya di perbolehkan bagi mereka adalah sepeda. Dan ada beberapa tata tertib 

untuk penguungsi selai menghormati adat budaya setempat mereka juga harus wajib 

laporan tiap bulan Pihak Rudenim dapat mengetahui bahwa para pengungsi masih ada 

di tempat tersebut atau tidak, mereka juga akan mendapatkan stempel identitas yang 

disediakan. Bagi mereka (Penguungsi) yang tidak melaporkan diri selama 3 kali 

berturut-turut tanpa alasan yang jelas, ditempatkan di tempat Rumah detensi Imigrasi, 

seerti yang tertulis di pasal 36 Peraturan Presiden Nomor.125 2016 tentang penangan 

pengunsi dari luar negeri.  

Berbagai persoalan yang terjadi ditempat penampungan tidak menurunkan 

kinerja pihak Rudenim dalam melakukan pengawasan yang sudah menjadi tanggung 

jawab mereka untuk melaksanakannya. Oleh karena itu dalam melakukan pengawasan 

pengiriman ke negara tujuan bagi pengungsi dan perpindahan pengungsi ke propinsi 

lain juga tidak mendapatkan permasalahan berarti. Hal ini dikarenakan untuk proses 

pengiriman ke negara tujuan, pengawasannya memang dilakukan oleh pihak rudenim, 

terutama berkaitan dengan pengawalan keberangkatan dan penyelesaian dokumen 

yang dibutuhkan seperti Passpor, Visa dan sebagainya. Sedangkan Pengawasan dalam 

rangka pemindahan pengungsi ke provinsi lain dilakukan dengan cara memindahkan 

pengungsi dari tempat penampungan ke Rudenim Makassar terlebih dahulu sebelum 

yang bersangkutan dipindahkan ke provinsi lain. Hal ini untuk mencegah pengungsi 

melarikan diri dari upaya pemidahan tersebut. Mengenai hal tersebut penanganan 

pengungsi memang oerlu menjadi perhatian mengingat bukanhanya tugas Rudeni saja 

bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan 

pengunsi dari luar negeri. Akan tetapi bila dilihat dari aspek kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta infrastruktur, maka tiga hal tersebut belum sesuai dengan postur 

tugas dan kewenangan Rudenim berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 

2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hal ini dapat terlihat aspek 

kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum mengalami perubahan struktur 

organisasi setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri walaupun telah terjadi pelimpahan 

kewenangan pengawasan dari Kantor Imigrasi Hal ini menjadi salah satu 



permasalahan karena secara kelembagaan dan ketatalaksanaan, standar operasional 

prosedur (SOP) yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal 

Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016. 

 

C. Pengungsi dalam Perspektif Internasional dan Hukum Islam 

 1.  Menurut Hukum Internasional 

 

Pengungsi mulai dikenal oleh masyarakat luas saat perang dunia pertama 

(1914-1918) yang terjadi di Balkan yang membuat pergejolakan antar negara 

terutama pada Uni Soviet. Hampir 1-2 juta orang meninggalkan wilayah Sobiet 

menuju ke Eropa atau Asia  antara tahun 1918 dan 1922 dan tahun berikutnya82, 

Periode Liga Bangsa-Bangsa diantara tahun 1921-1946 bebarbagai ornaisasi 

dibentuk untuk membantu Komisi Agung Pengungsi diantaranya adalah The 

Nansen International Office for Refugees (1931-1938), The Office of the High 

Commisioner for Refugees Coming From Germany (1933-1938), The Office of The 

High Commisioner of The League of Nations for Refugees (1939-1946), dan 

Intergovernmental Committee for Refugees (1938-1947)83. Tapi, adanya Liga 

Bangsa hanya menimbulkan masalah pengusnsi tidaklah efektif, seperti masalah 

Pengungsi Soviet tahun 1922, Pengungsi Armennia 1924 dan pengungsi Assyria, 

Assyro-Chaleda, Syria, Kurdi dan Turki tahun 192884..Masyarakat Internasional 

haruslah sadar perlunya memberikan bantuan para pengungsi  dimulai sewaktu 

terjadi revolusi di Rusia dan runtuhnya Kekaisaran Otoman yang mengakibatkan 

terjadinya pengungsian secara besar-besaran. Tidak kurang 1,5 juta orang pergi 

meninggalkan Rusia dan mengungsi ke negara lain di Eropa.Dengan adanya 

peristiwa itu, pada tahun 1921 Liga Bangsa-Bangsa menunjuk Dr. Frijtjof Nansen 

sebagai orang yang menjabat di komisi tinggi untuk pengungsi  yang bertugas 

untuk mengidentifikasi status hukum para pengungsi Rusia, mengorganisir untuk 
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merepatriasi mereka ke negara yang mau menerima para pengungsi Rusia dan juga 

memberikan pertolongan terhadap mereka melalui bantuan dari “philanthropic 

agencies”.85  Di Tahun 1931 Badan mandiri yang dibawah kendali liga Bangsa-

Bangsa bernama the International Nansen Office for Refugee.Fokus utama badan 

ini adalah untuk memberikan bantuan yang bersifat kemanusiaan.Badan ini 

kemudian dihapus pada tahun 1938. Pada saat yang bersamaan badan yang 

menangani pengungsi dari Jerman akibat bangkitnya rezim Nazi Hitler, High 

Commissiner for Refugees Coming From Germany juga dibubarkan. LBB 

mendirikan High Commissioner for Refugees pada tahun 1938 dengan kantor pusat 

yang terletak di London yang merupakan gabungan dari the International Nansen 

Offie for Refugee dan High Commissioner for Refugees Coming From Germany. 

Namun peran High Commissioner for Refugees sangat terbatas, sehingga pada 

tahun 1946 badan ini berakhir.86 Setelah perang dunia pertama, banyak warga sipil 

yang jadi korban atas apa yang terjadi terhadap peristiwa, banyak dari mereka lari 

trempat lain unutk mencari perlindungan yang jauh dari konflik.Setelah saat itu 

munculah gagasan mengenai kesadaran bahwa permasalahan pengungsi tidak 

hanya berhubungan dengan masalah bantuan materiil belaka, melainkan lebih 

diutamakan adalah perlindungan yuridis dan pemenuhan hak-hak dasar mereka87 

dan lahirlah pengungsi internasaional. 

Pada tahun 1951 mulai berkembangnya pengungsi Internasional yang 

diadakannya konferensi yang membahas permasalahan pengungsi di Jenewa dan 

setekahnya pembakuan mengenai perlakuan pada pengungsi dalam format 

universal yang terakomodir. Hukum pengungsi internasional lahir melalui 

kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara. Produk hukum yang lahir dari 

hukum pengungsi internasional antara lain berbentuk perjanjian-perjanjian 

internasional. Hukum pengungsi internasional merupakan salah satu bentuk fungsi 

dari sistem hukum internasional yang mempunyai tugas dan pengawasan 

pelaksanaannya dominan dijalankan lembaga-lembaga internasional.88  
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2. Pengertian Pengungsi menurut ahli 

 

Para ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai Batasan 

pengertian pengugnsi. Menurut Malcom Proudfoot memberikan prespektifnya 

pasca Perang Dunia II, Menurutnya:  

 

These forced movements, …were the result of the persecution, forcible deportation, 

or flight of jews and political opponents of the authoritarians governments; the 

transference of ethnic population back to their homeland or to newly created 

provinces acquired by war or treaty; the arbitrary rearrangement of prewar 

boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of 

bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat 

of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populationfrom 

coastal or defence areas under military dictation; and the deportation for forced 

labour to blaster the German war effort.89 

 

 

Menurut pengertian Malcom Proudfoot pengungsi suatu kelompok yang 

terpaksa harus pindah tempat yang dirasa lebih aman akibat adanya penganiayaan, 

deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik 

pemerintah yang berkuasa. Sehingga perpindahan yang mereka lakukan bukan 

semata-mata kehendak mereka, melainkan suatu hal yang mendesak mereka yang 

harus mereka lakukan untuk melindungi keselamatan jiwa mereka. Pengertian lain 

yang bisa disimpulkan dari pendapatmya adalah bentuk pengembalian ke negara 

tertentu atau ke tepat asal yang timbul akibat perang atau perjanjian yang sepihak 

sebelum terjadinya perang. Perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat 

adanya tekanan atau ancaman. Perpindahan secara paksa penduduk dari wilayah 

pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer serta pemulangan 

tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang. 

Pietro Verri juga mengemukakan pendapatnya yang berdasarkan pada 

Article 1 1951 Convention pada kalimat  

“applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid 

persecution or the threat of persecution‟.  
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Pierro Verri mengungkapkan bahwa pengungsi merupakan seseorang atau 

sekelompok orang yang meninggalkan negaranya karena adanya ketakutan yang 

tidak terhingga serta adanya kemungkinan atau potensi terjadinya penyiksaan. 

Pengungsi dalam pengertian yang umum adalah orang yang dipaksa keluar dari 

wilayah negaranya Paksaan yang dilakukan kepada mereka dilatarbelakangi oleh 

kondisi yang tidak memungkinkan adanya rasa aman atau jaminan keamanan atau 

dirinya oleh pemerintah.90 

 

Beberapa pengertian yang disimpulkanoleh achmad Romsan, dibagi 

daalam enam istilah yang berhubungan dengan pengungsi, yaitu: 

 

1. Refugee Sur Place yang didefinisikan sebagai “A person who was not a 

refugee when she left her country, but who became a refugee at a later 

date. A person become a refugee sur place due to circumstances 

arising in her country of origin during her absence”. Refugee sur 

place merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bukan 

pengungsi sewaktu berada di negaranya namun kemudian menjadi 

pengungsi karena keadaan di negara asalnya sewaktu orang atau 

kelompok orang tersebut tidak berada di negaranya. 

2. Economic Migrant yang didefinisikan sebagai “person who, in pursuit 

of employment or a better over all standard of living (that is, motivated 

by economic considerations), leave their country to take up residence 

elsewhere”Economic migrant merupaka seseorang atau sekelompok 

orang yang mencari pekerjaan dan harus meninggalkan negaranya 

dengan pertimbangan aspek ekonomi.91  

3. Statutory Refugees yang didefinisikan sebagai “Person who meet the 

definitions of international instruments concering refugees prior to the 

1951 Convention are usually referred to as statutory 

refugees”.Statutory refugees merupakan seseorang atau sekelompok 

orang yang memenuhi kriteria pengungsi  menurut instrumen hukum 

pengungsi internasional sebelum tahun 1951.   
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4. War Refugees (pengungsi perang) yaitu Person compelled to leave 

their country of origin as a result of international or national armed 

conflicts are not normally considered refugees under the 1951 

Conventions of 1967 Protocol. They do, however, have the protection 

provided for in other international instruments, i. e. the Geneva 

Convention of 1949, et. al. In the case of forces invasion and 

subsequent occupation, occupying forces may begin to persecute 

segments of the populations. In such cases, asylum seekers may meet 

the conditions of the Convention definition. 

War refugeesialah seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa 

meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat 

internasional maupun nasional. Pengungsi jenis ini mendapat 

perlindungan menurut instrumen internasional yang lain, yaitu 

Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi.   

5. Mandate Refugee, istilah ini digunakan untuk menunjuk orang-orang 

yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan 

fungsi, wewenang, atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR . 

Pengungsi mandat adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan 

serta berhasil menempuh beberapa tahapan agar diakui sebagai 

pengungsi. Oleh karenanya mereka mendapat perlindungan dari PBB 

dan Lembaga internasional lainnya. 

6. Statute Refugee yaitu orang-orang yang berada di dalam wilayah 

negara-negara pihak pada Konvensi Jenewa 1951 yaitu setelah 

mulainya berlaku Konvensi Jenewa 1951 atau sejak 22 April 1954 dan 

Protokol New York 1967 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 

1967 yang status pengungsinya diakui oleh negara-negara pihak 

berdasarkan kriteria yamg ditetapkan oleh indtrumen-instrumen 

tersebut. 

 

3. Penetapan status pengungsi  

 

 

Warga negara yang pergi dari negaranya tanpa ada prosedur yang sah dan 

illegal masuk ke negara lain dan hal itu trmasuk dalam kategori imigran gelap, ada 



beberapa prosedur yang harus dilewati hingga seseorang bias disebut pengungsi. 

Hukum Internasional Lembaga yang berhak memberikan status pengugsi ialah 

UNHCR (United Nations High Commision for Refugees). Dalam statutanya 

UNHCR UNHCR menjelaskan pendefinisianya mengenai pengungsi, Ynag dimana 

Pengertianya tercantum dalam beberpa ketentuan yang dijelakan dalam pasal 6B 

Statuta UNHCR, Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951, dan Pasal 1 Ayat (2) 

Protokol New York 1967. 

 

Menurut penjelasan dan pengertian pengunsi terdapat ketentuan 

Internasional diatas, dapat dikelompokkan dalam 2 terminologi pengungsi, yaitu:  

1. Mandate Refugee yang didasarkan oleh faktor apabila suatu negara belum 

menjadi peserta Konvensi Jenewa 1951, maka status penetapan pengungsi 

dilakukan oleh wakil-wakil UNHCR yang berada di negara tersebut. Oleh 

karena itu jenis pengungsi ini dinamakan sebagai pengungsi mandat 

karena penetapannya ditentukan oleh UNHCR. 

2. Convention Refugee yaitu prosedur penetapan status diserahkan kepada 

negara yang sudah menjadi peserta konvensi tersebut tetapi tetap 

bekerjasama dengan UNHCR setempat. 

 

Banyak negara yang membentuk suatu kelompok mayarakat yang 

mendirikan panitia khusus yang terdiri dari beberapa instansi yang mempunyai 

kepedulian atas pengungsi. Hingga membentu mereka mendapatkan status 

pengungsi, seseorzng harus melewati beberapa prosedur yang sudah ditetpkan oleh 

negara setempat atau mengikuti aturan yang dibuat UNHCR 

Untuk menetukan status pengungsi dapat digunakan kruteria yang terdiri 

dari factor, yaitu: 

  

1. Faktor subyektif ialah faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri, 

yang minta status pengungsi, faktor inilah yang menentukan ialah apakah 

pada diri orang tersebut ada rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran akan 

adanya persekusi/penuntutan, maka jika ada alasan ketakutan maka dapat 

dikatakan orang tersebut Eligibility, ketakutan itu dinilai dari takut 

terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya. 



 

2. Faktor Objektif adalah keadaan asal pengungsi, di negara tersebut 

apakah benar-benar terdapat persekusi terhadap orang-orang tertentu. 

Antara lain akibat perbedaan ras, perbedaan agama, karena suatu 

pandangan politik atau yang lainnya. 

 

 

Jean Yves Carlier berpendapat bahwa ada sandaran yang dikenal teori tiga 

tahap, teori yang menjelaskan mengenai gambaran umum apa orang tersebut 

termasuk golongan pengungsi atau bukan. Pertanyaan yang mencakup 

 

1. The Persecution meliputi tahap pada tataran terjadinya penyiksaan atau 

penganiayaan. 

2. The Risk merupakan pola yang menentukan tahap pada tataran resiko 

yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang jika dia dikembalikan 

ke negara asalnya.  

3. The Proofyang merupakan tahap akhir yang memberikan bukti-bukti, 

tahap ketiga ini merupakan pelengkap dari dua tahap sebelumnya. 

Tahap ini berhubungan dengan pemeriksaan atau pengujian atas bukti 

dan resiko.Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian diberikan kepada 

mereka.Setelah mereka lolos, maka mereka akan mendapatkan status 

pengungsi dan negara wajib melindungi serta menghormati hak asasi 

mereka. 

 

Dalam peristiwa status pengunsi yang ada di Indonesia, Pemerintah akan 

menjalin kerjasama dengan UNHCR dan selanjutnya dilakukan sesuai prosedur 

yang berlaku untuk melakukan penentuan status pengungsi pemohon. Pemoohon 

UNHCR Diidentifikasikan sesuai kebutuhan perlindungan Internasional. Seseorang 

bias mendapatakan status pengunsi harus memenuhi kriteria berikut: 92 

1. Berada diluar negara asalnya; 
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2. Mempunyai kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan 

persekusi 

3. Kecemasan tersebut harus disebabkan oleh, sekurang-kurangnya, salah 

satu dari empat alasan berikut: 

- Ras, 

- Agama, 

- Kebangsaan, 

- Opini politik; dan 

4. Tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan atau kembali 

ke negara asalnya, karena kecemasan tersebut. 

 

UNHCR memberikan izi dengan persetujuan oleh pemerintah 

Indonesia. 

 

4. Menurut Hukum Islam 

 

 Di dalam bahasa Arab, kata al-malja’ memiliki lebih dari satu arti. Di 

antaranya sebagai kata kerja, kata tersebut berarti “berlindung” seperti dalam 

ungkapan: “seseorang berlindung di benteng itu” maksudnya, ia berlindung dari hal 

yang membahayakan dengan tinggal/berada di dalam benteng itu. Sedangkan al-

malja’ sebagai kata benda adalah tempat atau obyek yang dijadikan untuk 

berlindung dari hal membahayakan, seperti benteng, gunung/bukit, dan goa. Arti 

yang mucul dalam QS. At-Taubah ayat 57 dan QS. As-Syura ayat 47, 

ا مُدَّخَل   أوَ   مَغاَرَات   أوَ   مَل جَأ   يجَِدوُنَ  لَو   مَحُونَ  وَهمُ   إِليَ هِ  لوََلَّو   يَج 

Arab-Latin: Lau yajidụna malja`an au magārātin au muddakhalal lawallau 

ilaihi wa hum yajmaḥụn  

Terjemah Arti: Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau 

gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya 

dengan secepat-cepatnya.57 

 



تجَِيبوُا م   يأَ تيَِ  أنَ   قبَ لِ  مِن   لِرَب كُِم   اس  ِ  مِنَ  لهَُ  مَ رَدَّ  لَ  يَو  مَئِذ   ل جَإ  ََم مِن   لكَُم   مَا ۚ اللَّّ  يَو 

 نكَِير   مِن   لكَُم   وَمَا

 

Arab-Latin: Istajībụ lirabbikum ming qabli ay ya`tiya yaumul lā maradda 

lahụ minallāh, mā lakum mim malja`iy yauma`iżiw wa mā lakum min nakīr 

Terjemah Arti: Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu 

hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat 

berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu).47  

Di dalam pokok bahasan masdar (kata benda), terdapat lebih dari satu bentuk 

masdar dari asal satu kerja. Ibn Qutaibah mengatakan: awaitu lahu ma’wiyah 

wa ‘iyah, yang berarti menyayangi, serta awaitu ila bani fulan awan auyan; 

dan awaitu fulan-an iwa-an, yang berarti melindungi.  

Tak diragukan lagi, semua arti tersebut dapat diterapkan dalam hal 

pencarian dan pemberian suaka atas dasar pertimbangan bahwa sekiranya 

yang tampak itu makna “melindungi” maka makna intinya perluasan dari 

makna “menyayangi” pengungsi, dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

yang mengitarinya. Perlu dicatat bahwa bangsa Arab menggunakan kata 

“awaituhu” (saya memberikan suaka kepadanya) dengan polah kata kerja 

fa’altu (saya sudah memberikan perlindungan) dan af’altu (saya sudah 

memberikan perlindungan) untuk makna yang sama, tetapi terkadang mereka 

menggunakan ungkapan “awaitu ila fulan” (aku memberikan perlindungan 

kepada seseorang).93 

Supaya pemberian suaka sesuai dengan Syari’at Islam, maka harus 

terpenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut: 

1. Pencari suaka harus berada di negara islam atau tuduk di wilayah 

negara Islam, sebutan negara Islam mencakup wilayah-wilayah 

dimana Syari’at Islam diterapkan dan orang-orang yang menghuninya 

baik Muslim atau non-Muslim19. Dalam Al-qur’an memang tidak ada 
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satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan 

umat islam untuk mendirikan negara, lebih dari itu bahkan istilah 

negara(daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al-qur’an. Tetapi, 

unsur-unsur dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat 

ditemukan di dalam kitab suci, prinsip-prinsip pokok yang di maksud 

itu antara lain adalah musyawarah (Q.S3:159), keadilan (Q.S4:58), 

persamaan (Q.S.49:13), patuh pada pemimpin (Q.S.4:59) dan lain-

lain.94 Islam. Menurut Muhamad Husein Haikal, tidak pernah 

menentukan sistem dan bentuk negara yang baku yang harus diikuti 

oleh umat Islam di segala tempat dan di sepanjang zaman. Islam, 

hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan 

pedoman dalam menetapkan sistem pemerintah yang berkembang 

sepanjang sejarah. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud itu antara lain 

adalah persamaan, syura(musyawarah), persaudaraan dan 

kebebasan.95 

2. Terdapat motif untuk memperoleh suaka dan dalam pandangan Islam, 

semua motif itu adalah setara. Disyaratkan adanya motif memperoleh 

suaka, namun tidak disyaratkan si pencari suaka itu hanya lari ke 

negara Islam lantaran takut terhadap penganiayaan yang akan 

menimpanya. Lebih dari itu, suaka dapat di berikan kepada setiap 

orang yang ingin tinggal di negara Islam, baik dengan alasan ia telah 

memeluk agama Islam ataupun alasan ia ingin tetap menjadi warga 

negara dengan status ahl al-dzimmah(non-muslim dibawah 

perlindungan negara Islam) 

3. Ketidakinginan atau ketidakmungkinan pencari suaka memperoleh 

perlindungan dari negara asalnya.  

4. Ketiadaan pertentangan antara pemberian suaka dengan prinsip-prinsip 

dan ajaran syari’at islam.96 
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Islam juga melarang adanya pengembalian paksa atau pengembalian ke 

suatu wilayah yang dimana mereka takut kebebasan terancam dan bias 

direnggut, dikhawatirkan mrereka akan mengalami penindasan, perlakuan 

tidak manusiawi, penyiksaan. Islam adalah agama pertama kali yang 

mengakui adanya asas larangan pemulangan dana asas ekstradisi yang bagi 

mereka melakukan kejahatan politik. 

 

  Islam juga mengatur memperlakukan pengugnsi yang sebagai berikut: 

 

1. Asas larangan pemulangan ini atau non refoulement dianggap sebagai 

asas yang bersumber dari hukum kebiasaan atau urf(dalam tata 

pergaulan kebiasaan bangsa) dan dala qawa’id fiqiyyah (kaidah 

syari’at Islam) bahwa sesuatu yang diakui oleh kebiasaan adalah 

setara dengan aturan atau sesuatu yang diperjanjikan. 

2. Asas ini telah diterapkan sejak priode awal negara Islam Madinah di 

bawah pada masa kepimpinan Nabi SAW dan yang telah beliau akui 

legalitasnya, sehingga asas ini berlaku bagi pengungsi  

3. Larangan pengusiran pengungsi atau pencari suaka ke daerah dimana 

dikhawatirkan akan terjadi tindakan kekerasan atau penyiksaan 

terhadap bertentangan dengan asas/prinsip Islam yang dikenal dengan 

“asas larangan mencederai jaminan perlindungan”  

4. Pemulangan pengungsi ke negara dimana ia khawatir akan terancam 

jiwanya atau terlanggar hak-hak asasinya dinilai sebagai tindakan 

penghianatan dan menurut Syari’at Islam , penghianatan hukumnya 

haram, hal ini berlaku baik bagi pengungsi itu orang muslim maupun 

orang yang berpindah ke Islam. 

 

Golongan yang tidak bias mendapatkan bantuan suaka terbagi dalam 

beberapa golongan yang tidak bias mendapatkan suaka memang mereka layak 

untuk itu. Bahwa dalam ketentuana ketiga yang tertera dalam pasal 1 

Konvensi Jenewa 1951 mengenai status pengungsi yang belum dikenal pada 

awal sejarah Islam tapi, Negara Islam juga bagian anggota dari PBB yang 

didirikan tahun 1945, yang berarti 14 abad setelah lahirnya agama Islam dan 

karena itu otomatis menjadi negara pihak dari piagam yang melahirkan 



organisasi dunia, ketentuan tersebut berlaku juga terhadap negara Islam yang 

menjadi anggota PBB yang wahib diterapkan. 

 

Islam juga mengatur beberapa larangan untuk menolak pengungsi yaitu 

sebagai berikut:  

1. Larangan memberikan Suaka kepada pelaku kejahatan non-politik. Larangan 

memberikan suaka kepada pengungsi yang merupakan pelaku tindak 

kejahatan, terutama tindak kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana had 

(sangsi hukum yang sudah baku dalam Al-qur’an dan Hadits) seperti 

pembunuhan dengan sengaja tanpa alasan yang benar.  

2. Larangan memberikan suaka kepada pelaku kejahatan sesuai dengan 

perjanjian internasional. Apabila terdapat perjanjian yang melanggar negara 

Islam memberikan hak suaka kepada golongan individu tertentu, dan 

perjanjian itu tidak bertentangan dengan sumber dan dalil Syari’at Islam maka 

negara Islam maka wajib mematuhi peraturan tersebut. 

3. Larangan memberikan suaka kepada pengungsi yang terlibat tindakan 

kejahatan serius di negara asalnya.  

Tujuan pemberian suaka sebenarnya adalah untuk melindungi dari 

penganiayaan yang mungkin akan menghampirinya dan mengharuskan untuk 

pindah negara. Karena itu pengungsi tidaklah boleh terlibat kejahatab dan 

mencari suaka untuk bebas dari hukuman. 

Dalam aturan Islam status hukum pengungsi tidak kurang dari yang 

ditetapkan oleh hukum internasional. Islam juga tidak memperbolehkan 

adanya pelanggaran hak pengungsi ddikarenakan perbedaan. Surat 

Mumtahanah ayat 8-9 menjelaskan: 

 

ين ا ف ي يقُاَت لوُكُماْ لمَاْ الَذ ايناَ عَن ا اَللُّا ينَْهَاكُماُ لَا جُوكُماْ وَلمَاْ الد   ناْ يخُْر   م 

كُماْ يَار  وهمُاْ أنَاْ د  طوُا تبَرَُّ ماْ وَتقُْس  بُّا اَللَّا إ ناَۚ اإ ليَْه  يناَ يحُ  ط   الْمُقْس 

 

Arab-Latin: Lā yan-hākumullāhu 'anillażīna lam yuqātilụkum fid-dīni wa lam 

yukhrijụkum min diyārikum an tabarrụhum wa tuqsiṭū ilaihim, innallāha 

yuḥibbul-muqsiṭīn 

 



 Terjemah Arti: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan 

berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan 

tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berlaku adil. (8) 

 

 

يناَ عَن ا اَللُّا ينَْهَاكُماُ إ نَمَا ين ا ف ي قَاتلَوُكمُاْ الَذ  ناْ وَأخَْرَجُوكُماْ الد   كُماْ م  ياَر   د 

كمُاْ عَلىَ ا وَظَاهَرُوا ئ كاَ يتَوََلهَُماْ وَمَناْ ۚاتوََلوَْهمُاْ أنَاْ إ خْرَاج   الظَال مُوناَ همُاُ فَأوُلَ 

 

Arab-Latin: Innamā yan-hākumullāhu 'anillażīna qātalụkum fid-dīni wa 

akhrajụkum min diyārikum wa ẓāharụ 'alā ikhrājikum an tawallauhum, wa 

may yatawallahum fa ulā`ika humuẓ-ẓālimụn 

 

Terjemah Arti: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan 

sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan 

mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. 

Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim. (9) 

 

Dalam hukum internasional yang memberikan beberapa hak pada 

pengungsi yang diataranya hak unutuk tidak dipulangkan menurut pasal 33 

dan bekerja pasal 18.  

 

5. Hak pengungsi dalam hukum Islam  

 

Syari’at Islam memang dari awal memperkenalkan persamaan anata anggota 

masyarakat. Syari’at Islam tidak kenal adanya perbedaan dan Batasan atara hak riap 

warga negara. Mengenai perbedaan Islam memandang semua umat sama hanya amal 

dan ibadah yang membedakan, Soal perbadaan Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13 

mengatakan:  

 



ناْ خَلَقْناَكُماْ إ نَا النَاساُ أيَُّهَا يَا وَقبََائ شُعوُبًا وَجَعَلْناَكُماْ وَأُانْثىَ ا ذكََر ا م   ِ  لاَ

نْداَ أكَْرَمَكمُاْ إ ناَۚ ال تعََارَفوُا  خَب ير ا عَل يم ا اَللَّا إ ناَۚ اأتَقَْاكُماْ اَللّ ا ع 

 

Arab-Latin: Yā ayyuhan-nāsu innā khalaqnākum min żakariw wa unṡā wa ja'alnākum 

syu'ụbaw wa qabā`ila lita'ārafụ, inna akramakum 'indallāhi atqākum, innallāha 'alīmun 

khabīr 

 

Terjemah Arti: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Islam memandang manusia itu sama, baik baik menyangkut hak, kewajiban dan 

tanggung jawab. Perbedaan derajat manusia menurut Islam diukur dari ketaqwaan 

seseorang. Syari’at Islam memperlakukan asas kesamaan dalam penerapan hukum dan 

Undang-Undang. Tidak ada yang bebas dari hukum atau mendapat perkecualian.97Al-

khathib As-syirbini menyatakan bahwa akad amân bisa berlaku meski tidak sedang 

dalam perang, dengan tujuan untuk kemaslahatan dan dan menghidari genjatan senjata 

dengan orang-orang kafir.98 Didalam negara Islam status warga negara terdiri dari dua 

golongan, yaitu golongan muslim dan golongan non-muslim, golongan non-muslim 

terdiri dari dzimmi dan musta’min.99 Musta’min adalah orang non-muslim yang 

mencari perlindungan di negara Islam untuk sementara waktu, dan mempunyai hak dan 

kewajiban seperti halnya negara Islam melindungi dzimmi. Dzimmi mempunyai hak 

dan kewajiban seperti halnya orang muslim dalam hal kenegaraan, yaitu hak 

memperoleh perlindungan dari negara Islam dan masyarakat Islam yang meliputi 

perlindungan dari setiap musuh.100. 

 

                                                             
97 Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan, Semarang: 

Pestaka Rizki Putra, 2001, hlm.46-47. 
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99 Djazuli, Fiqih Siyasah, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 63. 
100 Yusuf Qardhawi, Fiqih Jihad, diterjemahkan oleh Irfani Maulana Hakim, Bandung: 

Mizan Media Utama, 2010, hlm. 751-752. 



1) Hak hidup 

 

Pertama yang diperhatikan oleh Islam yaitu hak unutk hidup. Hak yang 

paling utaa seperti yang tertera dalam Qur’an surat An-Naml ayat 88 yaitu: 

 

باَلاَ وَترََى دَةًا تحَْسَبهَُا الْج  الس مَراَ تمَُرُّا وَه ياَ جَام   ِ  َِأتَقْنَ الذَ ي اَللّ ا صُنْعاَ ۚاحَاب اَِ

 تفَْعلَوُناَ ب مَا خَب ير ا إ نهَُاۚ اشَيْء ا كُلاَ

 

Arab-Latin: Wa taral-jibāla taḥsabuhā jāmidataw wa hiya tamurru marras-

saḥāb, ṣun'allāhillażī atqana kulla syaī`, innahụ khabīrum bimā taf'alụn  

 

Terjemah Arti: Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di 

tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan 

Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Hikmah dalam surat tersebut adalah Allah menciptakan manusia lalu 

menyempurnakanya dan menjadikannya sempurna. 

 

Dalam sebuah riwayat oleh Bukhori mengatakan:  

 

ناَكَا إ ذاَ أنَْصُرُهُا اَللّ ا سُولاََِر يَا رَجُل ا مَظْلوُمًفقَاَلاَ أوَاْ ظَال مًا أخََاكاَ انْصُراْ  

ناَ تمَْنعَهُُا أوَاْ تحَْجُزُهُا » قَالاَ أنَْصُرُهُا كَيْفاَ ظَال مًا كَاناَ إ ذاَ أفَرََأيَْتاَ ، مَظْلوُمًا لْم ا م   الظُّ

 نصَْرُهُا ذلَ كاَ فَإ ناَ ،

 

tolonglah saudaramu yang menganiay (zalim) atau yang teraniaya 

(terzalimi). Ya rasulullah, aku akan menolong seseorang yang teraniaya, 

bagaimana pendapatmu jika seseorang berbuat zalim, bagaimana cara aku 

menolongnya? Rasulullah berkata: cegahlah ia dari berbuat zalim, maka 

itulah cara engkau menolong.101 

 

 

Dalam hal pemeliharaan jiwa, yang menjadi unsur dharuriyyat adalah 

terlindungnya kehidupan manusia, sehingga dia tidak mati. Ini artinya ia harus 
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hidup karena manusia mustahil wujud tanpa hidup. Manusia juga tidak ingin 

sekedar hidup, tapi juga hidup jasmani dan rohani. Karena itu, faktor 

kesehatan menjadi unsur penting dan termasuk kebutuhan primer.102 

 

Hifdz Al-nafs dengan salah satu untuk menjaga dari ketiadaan (hifdz 

Al-nafs min janib al-a’dam) yaitu dengan cara makan, minum, pakaian dan 

tempat tinggal. Ini untuk mewujudkan supaya hak hidup tetap terjaga (hifdz al-

nafs min janib al-wujud). Untuk menghidari dari ketiadaan, maka supaya tetap 

hidup, segala sesuatu yang berbentuk mentiadakan hidup tidak di perbolehkan, 

seperti membunuh, melukai dan merusak. Oleh karena itu Islam menerapkan 

hukum jinayah seperti adanya had dan qishas. 

 

Dzimmi mempunyai hak untuk dilindungi atas jiwa dan hartanya, 

sebagaimana perlindungan terhadap harta dan kehormatan mereka, darah dan 

jiwa mereka dilindungi menurut kesepakatan orang muslim. Rasullah Saw 

bersabda: barang siapa ia membunuh dzimmi maka ia tidak akan mencium 

wanginya surga, padahal wanginya tercium dari jarak perjalanan empat 

puluh tahun. 

Hak dzimmi di negara islam diataranya adalah perlindungan 

kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat dan terjamin kebutuhan pokok 

tanpa membeda-bedakan. 

 

2) Hak untuk tidak di deportasi 

Seperti yang telah dikatakan bahwa pengngsi tidak bisa dikembalikan 

ketempat asalnya karena ditakutkan akan adanya ancaman lanjutan, dan salig 

membantu adalah kewajiban seama manusia. Hal tersebut juga berlaku bagi 

non-muslim, oramg muslim dan non-muslim  

 

Muhammad Ibnu Al-hasan Al-syahbani menjabarkan beberapa 

perlakuan terhadap pengungsi yaitu:  

 

a. Dalam kondisi apapun, seorang non-muslim tidak boleh diekstradisi ke 

negara asalnya, meskipun kejadian itu berada dalam konteks pertukaran 
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tawanan yang muslim atau meskipun berimplikasi munculnya ancaman 

agresi militer terhadap negara islam. 

b. Menjalankan ketentuan-ketentuan yang diadopsi sejumlah piagam 

perjanjian internasiional modern tentang hak asasi manusia, hak-hak 

suaka, prinsip larangan pemulangan pengungsi yang melewati teritori 

negara atau ketentuan larangan ekspulsi (pengusiran) pengungsi ke suatu 

di mana jiwa dan kebebasannya terancam.  

c. Kepala negara atau pemegang kekuasaan memiliki otoritas memberikan 

pilihan kepada orang non-muslim untuk keluar dari teritori negara Islam 

ke negara lain yang diinginkannya. Karena itu pilihan dilaksanakan adalah 

pilihan yang dilaksanakan adalah pilihan yang ditentuka sendiri oleh 

orang tersebut. 

d. Pemenuhan jaminan pengungsi harus diprioritaskan dibanding yang 

lainnya. Tujuan adanya larangan mengekstradisi pengungsi negara asalnya 

ialah memberikan jaminan keselamatan fisik bagi pengungsi, dengan tidak 

mendatangkan kepadanya resiko kekerasan, penyiksaan atau kehilangan 

nyawa, karena itu merupakan hal yang tidak boleh diremehkan dalam 

pandangan Islam. 

 

3). Hak untuk mendapatkan pekerjaan  

Untuk kamum non-muslim memiliki hak yang sama dalam mendapatkan 

pekertjaan Para ahli fiqih menetapkan bahwa dzimmi dalam jual beli, transaksi, 

serta perdagangan mempunyai hak yang sama seperti kaum Muslim. Orang dzimmi 

dan musta’min juga mempunyai hak dan kewajiban yang diantaranya tidak 

diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Keduanya mempunyai hak-hak 

sipil pada umumnya masyarakat. Hukum yang di tetapkan oleh tuhan mangandung 

dua macam kewajiban, pertama mengenai keuangan, dan yang lainnya adalah 

ibadah. Kelompok pertama berlaku sesama manusia, sedangkan yang kedua antara 

manusia dengan tuhannya.103 

Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup diperlukan uang dan uang 

bisa di dapat dengan bekerja. Dan surat Al-Kahfi ayat 46: 
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ينَةُا وَالْبنَوُناَ الْمَالاُ    نْياَ الْحَياَة ا ز  نْداَ خَيْر ا الصَال حَاتاُ وَالْبَاق ياَتاُ ۖاالدُّ  رَب  كاَ ع 

  أمََلًا وَخَيْر ا ثوََابًا

 

Arab-Latin: Al-mālu wal-banụna zīnatul-ḥayātid-dun-yā, wal-bāqiyātuṣ-ṣāliḥātu 

khairun 'inda rabbika ṡawābaw wa khairun amalā  

Terjemah Arti: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

serta lebih baik untuk menjadi harapan.  

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan 

demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai 

penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi 

dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan 

untuk hal-hal yang halal. Dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan 

masyarakat tempat dia hidup.104 

Al-Isra’ ayat 84 

لتَ ه ا عَلىَ ا يعَْمَلاُ كُل ا قلُاْ   سَب يلًا أهَْدَى ا هوُاَ ب مَناْ أعَْلمَاُ فرََبُّكُماْ شَاك 

Arab-Latin: Qul kulluy ya'malu 'alā syākilatih, fa rabbukum a'lamu biman huwa 

ahdā sabīlā  

Terjemah Arti: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 

masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 

jalannya. 

Al-Mulk ayat 15 

ي هوُاَ ب هَاَِمَن ف ي فَامْشُوا ذلَوُلاً الْْرَْضاَ لكَُماُ جَعلَاَ الَذ  ناْ وَكُلوُا اك  زْق ه ا م   ۖار 

 النُّشُوراُ وَإ ليَْه ا
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Arab-Latin: Huwallażī ja'ala lakumul-arḍa żalụlan famsyụ fī manākibihā wa 

kulụ mir rizqih, wa ilaihin-nusyụr  

Terjemah Arti: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

Ayat tersebut menandakan bahwa Islma memberikan kesempatan bekerja 

dan berusaha serta memperoleh Imbalan berupa upah dari apa yang dikerjakan 

unutuk mendapatkab pernghidupan yang layak. Pekerjaan dan usaha meraka 

diharapkan yang sesuai bidang, karena agar orang tersebut tau apa yang dilakukan 

dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan.  

 Ada hadis yang mewajibkan orang untuk bekerja yaitu: 

Mencari mata pencaharian yang halal adalah kewajiban seperti kewajiban-

kewajiban lain dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang makan yang lebih baik 

selain dari pada yang dia dapatkan dari kerja tangannya sendiri. 

 

 

Setiap orang membutuhkan kebutuhan dasar minimum untuk hidup 

kecukupan terkait makanan, tempat tinggal yang nyaman untuk melindungi 

dirinya. Sebagai seorang dewasa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain seperti orang 

tua. Bekerja yang baik adalah kewajiban seperti kewajiban-kewajiban lain dalam 

Islam.105 Jika memberikn bantuan pada orang yang masih mampu dan sehat wal 

afiat. Mungkin ahanya akan membatu sedikit tapi itu hanya menjadikan oase 

ditengah gurun.  

 

6. Kelebihan Hukum Islam dari Hukum Internasional 

 

Hukum Islam hukum yang smepurna dan universal Hukum Islam memiliki 

banyak keunggulan dan keistimewaan. Keunggulan dan keistimewaan , hukum Islam 

yang terletaj pada sifatnya yang dapat memenuhi hajat hidup banyak orang dan 

menjamin akan ketenanngan masyarakat. Kelebihan hukum Islam terkihat dari 
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karakteristik sebagaimana yang dijelaskan oleh Ash Shiddeqy di dalam buku falsafah 

Hukum Islam yang terdiri dari dua aspek yaitu: 

a. Takamul 

Takamul yang artinya utuh atau sempurna. Meskipun waktu terus 

berjalan  berganti hukum Islam tetap cocok untuk diterapkan. Hukum Islam 

sudah sempurna dan lengkap dalam mengatur kehidupan manusia. 

b. Wasathiyah 

Wasathiyah berarti Keseimbangan atau harmoni. Hukum Islam 

menginginkan keseimbangan tidak terlalu berat sebelah. Keseimbangan itu 

tergambar dari keselarasan antara kenyataan fakta, dan ideal dari cita-cita. 

Islam sangat melarang sesuatu yang berlebihan. 

 

Tidak sedikit orang yang mengindentifikasi dirinya sebagai Muslim. Mereka 

mengaklaim Islam sebagai suatu doktrin. Tapi banyak yang salah menilai 

keistimewaan yang terkndung dalam Islam. Oleh karena itu kita sebagai umat islam 

mengetahui akan kebenaran dan sikap anti pati terhadap kebatilan 

QS: Al-Anbiya Ayat 18 

ا ال وَي لُ  وَلكَُمُ  ۚ زَاهِق   هُوَ  فإَذِاَ فيََد مَغهُُ  ال باَطِلِ  عَلىَ باِل حَق ِ  نَق ذِفُ  بَل    تصَِفوُنَ  مِمَّ

Arab-Latin: Bal naqżifu bil-ḥaqqi 'alal-bāṭili fa yadmaguhụ fa iżā huwa zāhiq, wa 

lakumul-wailu mimmā taṣifụn  

Terjemah Arti: Sebenarya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang 

hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. Dan 

kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak 

layak bagi-Nya). 
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